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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank dalam menjalankan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat
dan menyvalurkan kembah dalam berbagai investasi (pemberian kredit). Pembenan
kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Oleh
karena itu sumber utama bank berasal dan kegiatan pembenan kredit dalam bentuk
hasil bunga. Makin besar tingkat pembenan kredit yang diberikan kepada debitur,
makin besar tingkat resiko terjadinya gagal bayar (default) yang dapat menyebabkan
timbulnya kredit macet. Untuk itu bank dalam memberikan kredit memerlukan suatu

alat untuk membantu mengadakan pengendalian intern dalam hal tingkat besaran

N

kredit yang diberikan kepada debitur.

alasan yaitu:

1. Pemberian kredit membernkan spred (selisih) yang pasti sehingga besarnya
pendapatan bunga dapat diperkirakan.

2. Melihat posisinya dalam bidang pelaksanaan kebijakan moneter, perbankan
merupakan sektor yang kegiatannya sangat diatur oleh pemerintah, misalnya
bank-bank tidak diperbolehkan mengalokasikan dananya melalui pasar modal,

misalnya jual beli saham di Bursa Efek.




3. Sumber dana utama bank berasal dan dana masyarakat schingga secara moral
menyalurkan kembali kepada masvarakat dalam bentuk pembenan kredit
(menggerakkan roda perekonomian).

Oleh sebab itu untuk memperoleh kevakinan dalam pembenan kredit bank
harus melakukan penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, prospek
usaha serta agunan. Dengan demikian, pembenian kredit kepada debitur tanpa
penilaian di atas, maka bank dinyatakan melanggar hukum. Maka peranan sistem
pengendalian intem pembenan kredit adalah untuk memperoleh keyakinan atas
kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi seluruh kewajibannya
sesuai diperjanjikan. Untuk itu pemahaman tentang sistem pemberian kredit bagi
petugas atau pejabat yang terkait dalam proses putusan permohonan kredit sangat
penting untuk menunjang kelancaran penyelesaian suatu permohonan kredit dan
melaksanakan azas prinsip kehati-hatian dan pembenan kredit yang sehat.

Dalam pemberian kredit memungkinkan terjadinya gagal bayar (default) yang
menyebabkan timbulnya tunggakan atau kredit macet. Terjadinya tungggakan
(Kasmir 2002:17) disebabkan oleh:

1. Karakter buruk yang dimiliki oleh nasabah.

2. Adanya penyaluran kredit yang tidak wajar vang dilakukan oleh oknum pegawai
bank yang ingin mendapatkan keuntungan sepihak dari proses pemberian kredit,
misalnya adanya tambahan fee yang tidak sesuai dengan peraturan bank, hal ini

menyebabkan nasabah merasa dirugikan dan modal yang dibutuhkan berkurang.



Lemahnya pengawasan yang dilakukan manajemen, sehingga bisa memberikan

w2

kesempatan pegawai berbuat vang tidak wajar.
4. Perubahan kondisi pereckonomian, misalnya kebijakan pemerintah, kondisi alam,
politik, dan keamanan bisa mempengaruhi usaha nasabah.

Dengan bertitik tolak dan latar belakang tersebut di atas betapa pentingnya
sistem pengendalian intern pembenan kredit dalam bank, maka yang menjadi faktor
pendorong bagi penulis untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sistem pengendalian
intern pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Unit Cenderawasih.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengetahut sistem pengendalian
intemn pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada Unit Cenderawasih
permasalahan itu dapat dirumuskan sebagai berikut:
“Apakah sistem pengendalian intern pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES)
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang diterapkan telah sesuai dengan program
dan prosedur pengendalian intern yang sehat dan struktur pengendalian intern yang

memadai”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai benikut:
1. Untuk mengetahui sistem pengendalian intem pemberian Kredit Umum Pedesaan

(KUPEDES) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Cenderawasih.



2. Untuk membandingkan pengendalian intern pemberian Kredit Umum Pedesaan
(KUPEDES) menurut bank dan Sistem Pengendalian intern yang schat.

1.4  Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan bagi setiap pembaca skripsi ini dan
bagi PT. Bank Rakyat Indoneseia (Persero) Unit Cenderawasih mengenai sistem
pengendalian intern pemberian kredit yang sehat.

2. Untuk mengetahui lebih dekat tentang mekanisme dan prosedur Kerja Lembaga
Keuangan khususnya pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit

Cenderawasih dalam hal sistem pengendalian intern pemberian kredit.




BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori
2.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Dalam perusahaan kecil, pimpinan dapat langsung turun tangan mengurusi
pekerjaan setiap bagian sehingga dapat mengetahw keadaan dalam perusahaannya.
Apabila perusahaan sudah berkembang menjadi besar, dimana sebagian tugas dan
wewenang pimpinan didelegasikan pada orang-orang lain, pimpinan perusahaan
membutuhkan alat untuk mengadakan pengendalian intern dalam perusahaan dan
mengetahui  kemajuan yang dicapai. Pengendalian intern (internal control)
mempunyai arti sempit atau luas. Dalam artian yang sempit, pengendalian intern
merupakan pengecekan penjumlahan, baik penjumlahan mendatar (crossfooting)
maupun penjumlahan menurun (footing). Dalam artian luas, pengendalian intern tidak
hanya meliputi pekerjaan pengecekan tetapi meliputi semua alat-alat yang digunakan
managemen untuk mengadakan pengawasan. Sistem pengendalian intern yang
digunakan dalam perusahaan merupakan faktor vang menentukan keandalan laporan
keuangan yang dihasilkan oleh bank. AICPA (Baridwan 1994:10) memberikan
pengertian pengendalian intern dalam arti yang luas sebagai berikut:

Pengendalian intern itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat
yang dikordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga
keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi,
memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya
kebijaksanaan managemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu.




Tanggung jawab untuk menyususn suatu sistem pengendalian intern terletak
pada managemen, begitu halnya dengan Kegiatan mengawasi sistem pengendalian
intern (Baridwan 1994:7)

Suatu sistem pengendalian intern vang baik berguna untuk
(a) Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi.

(b) Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.

(c) Memajukan efisiensi dalam operasi.

(d) Membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dan kebijaksanaan
managemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
Untuk memenuhi tujuan-tujuan di atas, terdapat beberapa elemen (Baridwan

1994:10) yang merupakan ciri-ciri pokok sistem pengendalian intern, yaitu:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat

2. Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik terhadap harta milik,
hutang, pendapatan dan biaya.

3. Praktek-praktek yang sehat harus dijalakan didalam melakukan tugas dan fungsi
setiap bagian dalam organisasi

4. Tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawab.
Berikut ini akan dijelaskan masing-masing kriteria Sistem Pengendalian Intern

yang sehat:

A. Badan Organisasi Dengan Pemisah Fungsi Yang Tepat



Setiap badan organisasi yang disusun harus dapat menunjukkan wewenang
dan tanggung jawab yang jelas, dalam artian jangan sampai terjadi adanva
overlap fungsi masing-masing bagian.Untuk dapat memenuh) syarat
pengendalian intern yang sehat, hendaknya badan organisasi dapat memisahkan
fungsi-fungsi operasional, penyimpanan, dan pencatatan secara jelas.

B. Sistem Pemberian Wewewang Dan Prosedur Pencatatan

Pemberian wewenang dan prosedur pencatatan, bertujuan untuk melakukan

pengawasan akuntansi terhadap harta milik, hutang, pendapatan dan biaya.
C. Praktek Yang Sehat

Praktek yang sehat harus dijalankan didalam melakukan tugas dan fungsi
setiap bagian dalan organisasi. Praktek yang sehat adalah setiap pegawai dalam
perusahaan melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan.(Baridwan 1994 : 15)

D. Pegawai-Pegawai Yang Cakap
Tingkat kecakapan pegawai mempengaruhi sukses tidaknya suatu sistem
pengendalian intern, untuk itu harus dilakukan seleksi dan test-test agar dapat
ditentukan apakah pegawai yang bersangkutan memenuhi kritena yang
diinginkan pada saat dilakukan penerimaan pegawai baru.
Struktur pengendalian intern perusahaan terdin dan kebijakan dan prosedur
untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai.
Struktur Pengendalian Intern yang memadai terdini dan tiga elemem yaitu:

lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur —prosedur pengendalian.




1.

2.

Struktur
Pengendalian
Intern

Prosedur-
Prosedur
Pengendalian

Sistem
Akuntansi

2.1Struktur Pengendalian Intern yang Memadai

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan dampak kolektif dani berbagai faktor dalam
menetapkan, meningkatkan, atau memperbaiki efektivitas kebijakan dan prosedur
tertentu.

Sistem Akuntansi

Sistem Akuntansi suatu organisasi terdiri dari metode dan catatan yang dﬂpua& -

/‘i ™

untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mencatat, dan zn'e X

transaksi organisasi dan menyelenggarakan pertanggungjawaban bagi'akti‘uﬁl_

p . pt "
kewajiban yang berkaitan. \jy

. Prosedur-Prosedur Pengendalian

Prosedur-Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang tercakup
dalam lingkungan pengendalian sistem akuntansi yang harus ditetapkan oleh
manajemen untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan tertentu

dapat tercapai.(Baridwan 2000:174)



2.1.2  Prinsip Kehati-hatian Perkreditan
Setiap kebijakan Perkreditan Bank (KPB) wajib memuat dan menerapkan
dengan jelas dan tegas prinsip kehati-hatian dan minimal harus meliputi Kebijakan
Pokok Perkreditan (KPP). Pokok-Pokok Pengaturan Pemberian Kredit (PPPK),
Kredit vang perlu dihindari, dan Tata Cara Penilaian Kredit (Firdaus dan Ariyanti
2003:42).
1. Kebijakan Pokok Perkreditan (KPP)
Kebijakan Pokok Perkreditan harus memuat antara lain:
a. Sistem dan prosedur perkreditan yang schat, prosedur pemberian kredit,
administrasi dan dokumentasi kredit.
b. Sistem dan prosedur kredit yang bunganya dikapitalisir (p/afondering).
¢. Sistem dan prosedur penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah dan
penghapusbukuan (wrire-off) kredit macet.
d. Tata cara penyelesaian barang-barang agunan kredit yang dikuasai bank.
e. Sistem dan prosedur kredit yang harus mendapat perhatian khusus dan

pencadangan kredit yang diklasifikasikan.

2. Pokok-pokok Pengaturan Pemberian Kredit (PPPK)
Pokok-Pokok Pengaturan Pemberian Kredit harus menetapkan:
a. Batas Maksimun Pemberian Kredit (BMPK) atau Legal Lending Limit (LLL) dan

jumlah modal bank.
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b. Persyaratan kredit (Bunga Kredit: flate rate (prorata), sliding rate (menurun),

annuity (anuitas), Jenis Kredit: Konsumtif dan Produktif , dan Agunan.

3. Kredit yang perlu dihindari

Tidak semua sektor ekonomi dan kegiatan usaha boleh dibantu
pembiayaannya dengan kredit bank, karena ada diantaranya yang perlu dihindari
antara lain:
a. Kredit untuk tujuan spekulasi atau perjudian atau terlarang lainnya
b. Kredit untuk usaha namun tanpa informasi keuangan.

c. Kredit usaha yang telah bermasalah.

4. Tata Cara Penilaian Suatu Kredit

November 1998 Tentang Kualitas Kredit pada dasarnya terbagi atas:

a. Kredit Lancar (L).

b. Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK).
c. Kredit Kurang Lancar (KL).

d. Kredit Diragukan (D).

e. Kredit Macet (M).

2.1.3 Kebijakan Persetujuan Kredit

Komponen-komponen Kebijakan Persetujuan Kredit, yaitu:



1. Penetapan Batas Wewenang Perkreditan
Penetapan batas wewenang persetujuan kredit berupa keputusan direksi bank

yang tertuang secara tertulis. Keputusan tersebut memuat wewenang dan tanggung

jawab, jumlah kredit dan pejabat yang ditunjuk.

2. Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit
Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu
memastikan hal-hal berikut:
a. Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip perkreditan yang sehat
dan ketentuan lainnya.
b. Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur,
objektif, cermat dan seksama (menggunakan 5 C’s principles) serta independent.

c. Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur.

3. Proses Persetujuan Kredit

Proses kredit harus berlangsung melalui beberapa tahap sesuai pedoman
tertulis pemberian kredit yang sehat. Perjanjian Kredit, Bentuk dan Format Perjanjian
kredit, bentuk, dan formatnya ditentukan oleh masing-masing bank dan dibuat secara
tertulis.Setiap kredit yang disetujui dan disepakati pemohon kredit harus dituangkan
dalam perjanjian (akad) kredit secara tertulis (Firdaus dan Ariyanty 2003:51).

4. Perjanjian Kredit, Bentuk dan Format




Perjanjian kredit, bentuk dan formatnya ditentukan oleh masing-masing bank
dan dibuat secara tertulis. Setiap kredit yang disetujui dan disepakati pemohon kredit
harus dituangkan dalam perjanjian atau akad secara tertulis.

S. Persetujuan Pencairan Kredit

Dalam setiap pencairan kredit (dishursement) harus terjamin azas aman,

terarah dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam

perjanjian kredit telah dipenuhi pemohon kredit.

2.1.4 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

a. Character (Watak atau Kepribadian)
“Character” adalah keadaan watak dan sifat dari calon debitur baik dalam
kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.

b. Capacity (Kemampuan)
“Capacity” adalah kemampuan yang dimiliki debitur untuk membuat rencana
dan mewujudkan rencana itu menjadi kenyataan, termasuk dalam menjalankan
usahanya guna memperoleh keuntungan yang diharapkan. Tujuannya adalah
untuk mengukur kemampuan debitur dalam mengembalikan hutang, pokok dan
bunganya.

c. Capital (Modal)
Bertujuan untuk mengetahui kemampuan debitur menanggung pembiayaan yang
dibutuhkan dan kemampuan dalam menanggung beban resiko yang dialaminya.

d. Collateral (Jaminan atau Agunan)
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Fungsi jaminan adalah sebagai alat pengaman terhadap kemungkinan tidak
mampunya debitur melunasi kredit yang ditenimanya.

e. Condition of Economy (Kondisi Perekonomian)
Penilaian terhadap kondisi int adalah untuk mengetahui mengenai kondisi pada
suatu saat disuatu didaerah yang akan mempengaruhi kelancaran usaha debitur
(Firdaus dan Ariyanty 2003:83).

2.1.4 Tahap-Tahap Pemberian Kredit

Sistem pengendalian intern merupakan salah satu tahap dalam proses
pembenan kredit bank, yaitu:

1. Persiapan Kredit (credit preparation)

Persiapan kredit adalah tahap permulaan dengan maksud untuk saling
mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank yang bersangkutan,
terutama calon debitur yang baru pertama kali akan mengajukan kredit kepada bank,
biasanya dilakukan wawancara atau cara lain. Informasi umum yang dikemukakan
oleh pihak bank antara lain tentang prosedur pengajuan kredit serta syarat-syarat
untuk memperoleh fasilitas kredit. Dari pihak debitur diharapkan adanya informasi
secara garis besar tentang hal-hal yang diperlukan pihak bank tentang keadaan usaha
calon debitur seperti surat-surat essensial perusahaan (Surat Izin Usaha, Surat lzin
Tempat Usaha, dan surat-surat lain yang diperlukan), jaminan atau agunan yang akan
diberikan serta surat-suratnya (misalnya setifikat untuk tanah, BPKB untuk kendaraan
bermotor, Surat Izin Bangunan untuk bangunan) dan sebagainya. Setelah diadakan

tukar-menukar informasi dan telah terjadi kesepakatan, kepada yang bersangkutan



diberikan atau diminta untuk mengisi formulir yang sudah tersedia di bank khusus

untuk pengajuan kredit.

2. Analisis atau Penilaian Kredit (credit analysis/credit appraisal)

Dalam tahap ini diadakan penelitian yang mendalam tentang keadaan usaha
pemohon kredit. Penilaian tersebut meliputi berbagai aspek, pada umumnya terdin
dan:

a) Aspek Management dan Organisasi (Management and Organisation)
Kemampuan, pengalaman dan pola kepemimpinan debitur dalam menjalankan
usahanya. Struktur organisasinya harus jelas, terutama kalau usahanya sudah
mulai membesar.

b) Aspek Pemasaran (marketing)

Barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan harus mempunyai prospek N ‘.\

FIEH
A’y
pemasaran yang baik, baik dilthat dan segi konsumen menurut Jurgllahnya ?

maupun penebaran daerahnya.
c) Aspek Teknis (technical)

Peralatan atau teknologi yang digunakan baik kapasitas maupun jenisnya serta

proses produksinya, hendaknya masih memberikan keuntungan bagi perusahaan
d) Aspek Keuangan (financial)

Meliputi perhitungan keuangan perusahaan tercermin adanya kemampuan dari

perusahaan calon debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik untuk

pengembalian pokok pinjaman maupun bunganya dalam waktu yang wajar dan




Usaha yang akan diberi bantuan kredit harus memenuhi ketentuan-ketentuan
hukum yang berlaku termasuk bentuk hukum debitur
¢) Aspek Sosial Ekonomi (social and economic)
Usaha yang akan dibiayai oleh kredit bank hendaknya dapat menyerap tenaga
kerja (menganggur) dan sedapat mungkin tidak merusak lingkungan hidup
(pencemaran) ditinjau dari analisis dampak atas lingkungan hidup (AMDAL).
Aspek-aspek analisis kredit tersebut sangat diperlukan untuk mengetahui
apakah usaha pemohon kredit tersebut feasible dalam artian kredit yang diberikan,
apakah usahanya akan berkembang dengan baik dan mampu mengembalikan kredit,

baik pokok maupun bunganya dalam jangka waktu yang wajar, atau sebaliknya.

3. Keputusan Kredit (credit decision)

Atas dasar laporan hasil sistem pengedalian intern, maka pihak bank melalui
pemutus kredit, baik berupa pejabat yang ditunjuk atau pimpinan bank tersebut
maupun berupa komite dengan anggota lebih dari satu orang pejabat sesuai dengan
vang tertuang dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) masing-masing dapat
memutuskan apakah pemohon kredit tersebut layak untuk diberi kredit atau tidak.
Jika tidak, maka pemohon tersebut ditolak, penolakan biasanya secara tertulis dengan
disertai beberapa alasan secara jelas. Jika layak, segera pula dituangkan dalam surat
keputusan kredit (biasanya disertai beberapa persyaratan tertentu). Kewenangan
memutus kredit tidak sama, tergantung tingkat jabatan dan pangkatnya. Untuk kredit

yang relatif besar, keputusan kredit dipegang oleh pimpinan atau direksi bank.




4. Pelaksanaan dan Administrasi Kredit (credit realization and credit
adminitration)

Setelah calon peminjam mempelajan dan menyetujui isi keputusan kredit,
serta bank telah menyetujui dan menelii semua persyaratan kredit dan calon
peminjam terutama surat-surat asli bukti jaminan, photo copy Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) dan bukti pembayaran pajak tahun terakhir (untuk kredit vang
melebithi Rp 10 juta) dan sebagainya, maka kedua belah pihak menanda-tangani
perjanjian kredit serta syarat-syarat umum pembenan kredit, beserta lampiran-
lampirannya. Lampiran-lampiran tersebut berupa pengikatan jaminan, baik berupa
Hak Tanggungan atau [Fiducia (F.E.O) dan sebagainya. Penandatanganan perjanjian
kredit dan lampirannya bisa dilaksanakan secara dibawah tangan atau notarl

(Firdaus dan Ariyanty 2003:83).

5. Supervisi Kredit dan Pembinaan Debitur (creditur supervision and follow up)
1. Fungsi Supervisi dan Pembinaan
a. Membina hubungan yang terbuka dan terus-menerus dengan nasabah
(debitur).
b. Menerima, mencatat, mengklasifikasikan dan menganalisis laporan-laporan
dari nasabah serta membuat laporan perkembangannya.
c. Menganalisis sebab-sebab terjadinya suatu masalah atas usaha nasabah dan

membuat rekomendasi tentang saran-saran perbaikan dan penyelamatan.
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d. Memberikan saran dan konsultasi (Conselling) kepada debitur dalam segala

2. Tujuan Supervisi dan Pembinaan antara lain / ’; 1 en

a.

aspek yang diperlukan antara lain:

Agar terciptanya iklim saling mempercayai dan terbina hubun | tuntzaLJ A
balik yang baik antara bank dan debitur.

Agar usaha yang dibiayai kredit bank berkembang dengan batk

Pembinaan administrasi, dimana petugas supervisi harus dapat
mendorong kesadaran beradministrast dengan baik (terutama
pengusaha menengah dan besar yang pada umumnya harus sudah
melaksanakan admimistrasi dengan memadai.

Metode kerja yang selalu diperbaiki dan ditingkatkan.

Perencanaan produksi dan quality control yang lebih baik.
Penyempurnaan manajemen dan organisasi.

Pemeliharaan dan penggunaan mesin secara efisien.

dengan tujuan semula.

Agar terlaksana administrasi yang memadai untuk kepentingan perusahaan

sendin,bank,danpemerintah.



2.2 Bagan Kerangka Pemikiran

N PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Cendrawasi

A 4

Prinsip Kehati-hatian Pembenan Kredit

I

Ketentuan Umum KUPEDES
Prosedur dan Pelayanan KUPEDES
Hak [PTW (Insentif Pembayaran TepatWaktu)

.

PERMASALAHAN :
Apakah sistem pengendalian intern pemberian Kredit Umum Pedesaan
(KUPEDES) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang diterapkan
telah sesuai dengan kriteria pengendalian intern yang sehat dan struktur
pengendalian intern yang memadai.

Metode Analisis

I | Analisis Comparative

!

Pengendalian Inten pemberian kredit

Pengendalian Intern sesuai

!

yang dijalankan oleh Bank kriteria pengendalian intern yang sehat
dan struktur pengendalian intern yang
memadai
) VRS, Kesimpulan i}

Rekomendasi

dengan
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2.3 Hipotesis

Berdasakan masalah pokok yang telah dikemukakan di atas, maka: “Diduga
bahwa sistem dan prosedur pengendalian intern pemberian Kredit Umum Pedesaan
(KUPEDES) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Cenderawasth belum
sesuai dengan progra;n dan prosedur pembenan kredit yang schat serta Struktur

Pengendalian Intern secara memadai™.



BAB 111

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Daerah Penelitian

Objek penelitian pada penulisan inj adalah PT Bank Rakyatindonesia(persero)

Unit Cenderawasth yang berlokasi di JL.Cenderawasth No.252 C dengan fasilitas ON

Line System, 8 Pegawai, Bangunan milik sendin, mempunvai ATM dan merupakan

Unit Kelas |

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian seperti pengumpulan data serta penyusunan suafu

kerangka tertulis, maka penulis mempergunakan pendekatan antara lain:

a)

b)

Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Library research adalah penelitian vang dilakukan berdasarkan bahan-bahan
bacaan vang diperoleh dan buku-buku yang mempunyai hubungan erat dengan
permasalahan yang diteliti.

Penelitian Lapangan (Fieid Research)

Field research adalah penelitian yang dilakukan iangsung pada objek yaitu
PT.Bank Rakyat indonesia (persero) Unmit Cenderawasih untuk dapat
mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan.Sehubungan dengan
penelitian lapangan, penulis menggunakan beberapa tekinik pengumpulan data

sebagai berikut:



I. Teknik interview, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan langsung
dengan pimpinan dan karyawan bank yang terkait yang dapat
memberikan input sebagai informasi relevan dengan masalah yang
diteliti.

2. Tekmk dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang otentik, yang
diperoleh dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan objek
penelitian.

3. Teknik observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap proses
pengambilan keputusan untuk menentukan jumlah plafond kredit yang
diberikan kepada debitur yang dimaksudkan untuk memperoleh data

kualitatif.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1Jenis Data

b)

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

Data kualitatif, yaitu data yang bukan berupa angka-angka.Data kualitatifnya
berupa struktur organisasi bank, Surat Edaran Tentang Pengaturan Kembali
Ketentuan KUPEDES ,Modul KUPEDES dan Aspek Hukumnya, dan majalah-
majalah MEDIA PT.Bank Rakyat Indonesia(persero) Unit Cenderawasih.
Data kuantitatifnya, yaitu data berupa angka-angka.Dalam penulisan skripsi
ini data kuantitatifnya berupa formulir-formulir pengajuan kredit, tabel

angsuran dan formulir perhitungan resesi bunga dan IPTW.
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3.3.2 Sumber Data

Sumber data penulisan skripsi ini adalah:

a) Data Primer. vaitu data yang diperoleh dari hasil observasi dan hasil
wawancara dengan pimpinan dan karyawan bank yang terkait dengan
masalah yang dibahas.

b) Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari hasil penelitian pustaka dan
dokumen perusahaaan dan bahan-bahan informasi tertulis yang lain dari
berbagai informasi.

3.4 Mectode Analisis
Dalam penyusunan skripsi ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang sistem

pengendalian intern pemberian Kredit Umum Pedesaan(KUPEDES) pada PT. Bank
Rakyat Indonesia(persero) Unit Cenderawasih yang menjadi objek penelitian, maka
penulis menggunakan analysis comparatif yaitu membandingkan sistem
pengendalian intern menurut bank dengan ciri-ciri pengendalian intern yang sehat.
3.5 Definisi operasional
Dari pembahasan sebelumnya terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan lebih
lanjut diantaranya adalah:
1. Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan

yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu

kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan.
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. Prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan, biasanya melibatkan beberapa orang
dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang
seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.

. Pengendalian intern, yaitu struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat yang
dikoordinasikan didalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan
harta milik perusahaan, memeriksa ketelitan dan kebenaran data akuntansi,
memajukan efisiensi operasi, dan membantu dipatuhinya kebijaksanaan
managemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

. Sistem Pengendalian Intern yang sehat terdin dari badan organisasi dengan
pemisah fungsi yang tepat, sistem pembenan wewenang dan prosedur pencatatan,
praktek yang schat, dan pegawai-pegawai yang cakap.

. Struktur Pengendalian Intern yang memadai terdini dan tiga elemen yaitu ' N

lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur-prosedur pengendalian. .. - ::§ Y
. Kredit adalah penyediaan uang, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pnr:}gm\ %’éﬁ
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pcminj;m:nm |
untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga ,
imbalan atau hasil keungtungan.

. Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan kepada sesesorang atau badan usaha
untuk meningkatkan usaha debitur.

. Kredit Komsumtif, yaitu kredit yang diberikan tidak untuk tujuan produktif yang
dapat meningkatkan daya beli debitur dan secara tidak langsung akan mendorong

perekonomian dan perkembangan sektor nil.
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9. BMPK adalah limit atau batas maksimal kredit yang boleh diberikan kepada
setiap debitur individual atau kelompok usaha bank yang bersangkutan.

10. Flate Rate (Prorata), yaitu bunga kredit yang dikenakan kepada debitur setiap
bulan (penode) jumlahnya tetap, walaupun jumlah pokok kredit telah menurun
karena telah diangsur setiap bulan.

11. Shding Rate (Menurun), yaitu jumlah bunga akan menurun sesuai dengan saldo
pinjaman, dengan adanya angsuran pokok maka utang pokok yang dikenakan
bunganya juga akan berkurang sesuai dengan banyaknya angsuran yang dibayar.

12. Annuity (Anuitas), yaitu jumlah angsuran pokok ditambah bunga akan tetap setiap
bulannya, namun dengan komponen yang berbeda dengan angsuran pokok
semakin lama semakin meningkat, sedangkan pembayaran bunganya semakin
menurun.

13. Plafond Kredn adalah jumlah maksimun fasilitas kredit yang disediakan untuk
debitur.

/4. Pokok Kredit adalah saldo kredit yang telah digunakan debitur dan belum
dilunasi.

15. Bunga Kredit adalah imbalan yang dibayarkan oleh suatu debitur atas penggunaan
kredit yang diterimanya (dinyatakan dalam persen).

16. Provisi Kredit, yaitu biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui.

17. Kewajiban debitur adalah seluruh kewajiban debitur kepada bank berupa pokok
kredit ditambah tagihan bunga, denda atau penalty, dan biaya lainnya sesuai

dengan perjanjian kredit.
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/8. Denda atau penalty adalah imbalan vang harus dibayar oleh debitur atas
keterlambatan pembayaran pokok atau bunga atau kewajiban lainnya.

19. IPTW atau PBTW adalah pengembalian sebagian bunga kepada nasabah, apabila
nasabah membayar angsuran (pokok + bunga) Kupedesnya selalu tertib dan tepat

waktu.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

Pada akhir abad ke-XIX tepatnya tanggal 16 Desember 1895 di Indonesia
Raden Ana Winatmaja beserta kawan-kawannya mendirikan suatu bank yang diben
nama "De Poerwokertosche Hulp-en speerbankder Indlansche hoofden” (bank
penolong dan tabungan bagi priyayr Poerwokerto).

Dengan adanya bank tersebut perkembangan politik di Indonesia membawa
pengaruh terhadap perekonomian sejarah Bank Rakyat Indonesia dengan Surat
Keputusan Menteri Kemakmuran Republik Indonesia Serikat tanggal 16 Maret 1959,
Direksi Bank Rakyat Indonesia dan negara bagian Republik Indonesia 1945
dipindahkan dan Yogyakarta ke Jakarta. Untuk mengenal sejarah Bank Rakyat
Indonesia sebagai bank umum yang didinkan dengan Undang-Undang No.21 tahun
1968 harus menyesuaikan bentuk hukumnya menurut Undang-Undang perbankan
yang baru. Sebagai dasar peralihan bentuk badan hukum tersebut adalah peraturan
pemerintah No.21 tahun 1982 tentang penyesuaian bentuk hukum Bank Rakyat
Indonesia menjadi perusahaan Persero, dimana peralihan bentuk hukum menjadi
persero ini tidak merubah status sebagai badan usaha milik negara diperbaharui
dengan peraturan pemerintah No.25 tahun 1951 tanggal 20 April 1951 yang

menjadikan Bank Rakyat Indonesia sebagai bank keuangan.
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Pelaksanaan pendirian persero tersebut telah dilaksanakan dengan Akta
Notaris No. 133 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim,SH Notaris di
Jakarta. Sesuai dengan penjelasan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-
94/MK.01/1992 tertanggal 31 Juli 1992 penyesuaian bentuk hukum tersebut diatas
tidak didahului dengan dilakukan cara pembubaran Bank Rakyat Indonesia (bentuk
badan hukum lainnya).Dengan demikian, sebagai akibat beralihnya bentuk hukum
menjadi beralihnya bentuk hukum menjadi perseroan sesuai dengan pasal 5 Akta
Pendinan No.133 tertanggal 31 Juli 1992, maka secara yuridis penyebutan Bank
Rakyat Indonesia sebagai perseroan (persero) PT. Bank Rakyat Indonesia yang
selanjutnya disingkat dengan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Sesuai dengan perkembangan perekonomian PT. Bank Rakyat Indonesia yang
searah dengan tujuan pembangunan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur
yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintah
menganggap perlu mendirnkan Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Disetiap
daerah-daerah di seluruh Indonesia termasuk didirikannya PT. Bank Rakyat
Indonesia Unit Cenderawasih.

4.1.1 Sejarah dan Latar Belakang Diintrodusirnya KUPEDES
Adanya resesi ekonomi dunia sejak tahin 1982, yang merupakan resesi

terburuk setelah resesi ekonomi dunia tahun 1929, menyebabkan penerimaan hasil

export negara menurun yang langsung berpengaruh terhadap APBN. Menurunnya
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kemampuan pemerintah untuk membiayai kelangsungan pembangunan juga
mempunyai dampak yang tidak kecil terhadap dunia perbankan.

Kebijakan Deregulasi Perbankan 1 Juni 1983,merupakan awal dimulainya
tahapan penghentian subsidi-subsidi pemerintah dalam operasi perbankan. BRI Unit
Desa yang selama 15 tahun menikmati subsidi pemerintah, juga terkena
kebijaksanaan tersebut. Dengan dihentikannya subsidi pemerintah untuk menutup
kerugian BRI Udes, maka akan sangat memberatkan BRI untuk memikulnya. Guna
mengatasi hal tersebut, ada 3 alternatif kebijaksanaan yang dapat ditempuh Direksi
BRI yaitu:

1. Menutup BRI Unit Desa tersebut, dan terhadap pegawainya dilakukan pemutusan
hubungan kerja (PHK) dengan BRI Unit Desa.

2. Menyerahkan pengelolaan BRI Unit Desa beserta pegawainya kepada Lembaga
lain.

3. Mempertahankan keberadaan BRI Unit Desa dalam lingkungan BRI dengan
mengatur kembali pola operasionalnya sehingga dapat hidup mandiri.

Dari ketiga alternatif kebijaksanaan tersebut di atas akhirmya Direksi BRI
memilih alternatif/pilihan ke tiga. Pilihan ini mengakibatkan perubahan besar pola
operasi BRI Unit Desa sejak tahun 1984 antara lain diadakan realokasi/relokasi untuk
menempatkan kantor BRI Udes di pusat kegiatan ekonomi dan perubahan segi

operasi perkreditan yaitu semua instrumen perkreditan BRI Udes dihentikan dan

diganti dengan instrumen kredit baru yaitu Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES)
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yang mulai diintrodusir sejak awal Februari 1984, berdasarkan SE KP BRI NOSE:
S.18-INV/1/1984, tanggal 30 Januarn 1984,
4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh
suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya vang dapat menunjang
tercapainya tujuan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi perusahaan dapat
dilihat suatu kerangka dan susunan perwujudan pola yang tetap, hubungan diantara
fungsi-fungsi bagian atau posisi yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang,
dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu oraganisasi.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Cenderawasih sebagai salah satu
bank pemenntah yang mempunyai peranan penting dalam menggerakkan roda\ \ "

&3 ,"‘t‘:‘»),‘ .
perekonomian di daerah sekitarnya mempunyai struktur organisasi dan pe jan k7

tugas serta wewenang dan struktur organisasi perusahaan sebagai berukut:

Kaunit

i

Deskman Mantn Teller
P "1—-‘

4.1 STRUKTUR ORGANISASI PT.BRI (PERSERO) UNIT CENDERAWASIH

Pembagian Tugas dan Wewenang dari struktur organisasi perusahaan di atas
dapat diuraikan sebagai berikut:
. Pimpinan Unit

Tugas Pokok :
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a. Memimpin Kantor Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

b. Membina seluruh pegawai Kantor Unit BRI

c. Menetapkan kebijakan untuk pengembangan bisnis Kantor Unit

d. Menetapkan kebutuhan pegawai dan mengkoordinasikan serta selalu
mengevaluasi pelaksanaan.

e. Menandatangani surat-surat atau dokumen dan melakukan fiat sesuai

dengan wewenangnya.

Tanggung Jawab:

a. Pencapaian sasaran kerja dan anggaran yang telah ditetapkan termasuk
pencapaian target di bidang pencapaian dana dari masyarakat atau
kinerja usaha BRI Kantor Unit.

b. Kelancaran tugas-tugas operasional, termasuk efisiensi dan tercapainya
tingkat kepuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh setiap
pegawai BRI Kantor Unit.

c. Menjaga ketertiban kerja serta keterampilan pegawai Kantor Unit BRI
yang dipimpin.

d. Meneliti kebenaran isi laporan dan ketetapan waktu penyampaiannya.

e. Meneliti kelengkapan berkas pinjaman, simpanan, dan kepegawaian

2. Mantri

Tugas Pokok:
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a. Memerniksa permintaan pengajuan pinjaman debitur, yaitu meliputi besar
pinjaman yang diajukan, meneliti tempat usaha debitur dan
mengusulkan keputusan pinjaman kepada Pimpinan Unit.

b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan memonitoring kredit yang
menjadi tanggung jawabnya terhadap nasabah pinjaman dan simpanan.
¢. Memperkenalkan dan memasarkan produk Kantor BRI Unit kepada

masyarakat.

d. Melaksanakan pemberantasan tunggakan dengan cara memeriksa
ditempat usaha nasabah, menagih dan mengusulkan langkah-langkah
penanggulangannya.

Tanggung Jawab:

a. Memeriksa kebenaran pengajuan kredit (agunan yang dijaminkan) ke
tempat usaha nasabah dan menganalisa keputusan pemberian pinjaman.

b. Penguasaan data dan pemamfaatan situasi dan perkembangan

perekonomian di wilayah kerjanya guna kepentingan bank.

. Deskman

Tugas Pokok:
a. Menata urusan register-register simpanan, pinjaman, tunggakan, dan
surat-surat berharga.

b. Memberikan pelayanan administrasi pada nasabah.

c. Mengelolah penyimpanan berkas-berkas pinjaman dan simpanan.
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Tanggung Jawab:

a. Menata ketertiban dan keamanan berkas pinjaman dan simpanan,
pengarsipan bukti-bukti kas dan pembukuan.

b. Menelit ketertiban dan kebenaran posting transaksi.

¢. Menjaga kebenaran dan ketertiban administrasi pembukuan surat-surat
berharga dan dokumen penting lainnya.

d. Menjaga kelengkapan dan penyimpanan kartu, register, dan buti-bukti
lainnya yang berkaitan dengan pembukuan.

e. Meneliti ketetapan dan meningkatkan pelayanan administrasi setoran
dan pengambilan baik simpanan dan pinjaman.

4. Teller

Tugas Pokok:

a. Bersama-sama dengan Pimpinan Unit menyelenggarakan pengurusan
Kas Kantor Unit.

b. Menerima setoran dan nasabah dan menvalidasi dalam komputer.

¢. Memfiat (memberikan persetujuan bayar) atas pengambilan simpanan
sebatas kewenangan yang dimiliki.

d. Menyetor sisa kas pada akhir hari ke kas induk, dan menyetorkan setiap
ada kelebihan maksimum kas selama jam kerja dengan menggunakan
tanda setoran dan mengisinya pada buku perincian kas.

Tanggung Jawab:

a. Mengurus kas bank bersama Pimpinan Unit.
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b. Menjaga kelancaran dan ketetapan pelayanan penerimaan setoran dan
pembayaran uang dari nasabah.
¢. Menjaga keamanan dan meneliti kecocokan uang kas tunai yang ada dalam
ruang Teller.
d. Menjaga kelengkapan bukti-bukti kas tunai yang berada dalam pengawasan
4.2 Gambaran Umum Sistem Pengendalian Bank
Untuk menunjang dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit memerlukan
suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberikan informasi bahwa kebijakan-
kebijakan yang telah disusun dan ditetapkan apakah dilaksanakan sebagaimana

mestinya. Seiring meningkatnya permintaan kredit (pembernian kredit kepada debitur)

sistem pengendalian intern perlu ditingkatkan. Sistem pengendalian intern yang

perubahan —perubahan yang ada, yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut:' \

ustTank

1. Besarnya jumlah kredit yang diminta oleh debitur. Untuk dapat memenuhi seuap——-—- ¢

permintaan kredit yang diajukan oleh debitur, bank harus selektif dalam
memberikan kredit yang sangat tergantung pada kelengkapan pengajuan kredit
oleh debitur (pemenuhan kelengkapan formulir-formulir pengajuan kredit),
keandalan laporan dan hasil analisis kredit debitur.

2. Tanggung jawab utama untuk memutuskan pemberian kredit, melindungi atau

mengamankan harta perusahaan, mencegah, mendeteksi, menemukan kesalahan
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dan penyimpangan terhadap prosedur pemberian besaran kredit kepada debitur

yang dapat menimbulkan kredit macet terletak pada pimpinan unit bank.

3. Dalam praktek, pimpinan unit dapat menugaskan mantni (analisis kredit) untuk
melakukan pemeriksaan kelengkapan pengajuan permintaan kredit, tetapi pada
dasarnya hanya sebatas tertentu saja, yaitu hanya membenkan pendapat atas
kelayakan ikhtisar pengajuan kredit debitur.

Dengan adanya sistem pengendalian intern dalam rangka membantu
terlaksananya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan membenkan keyakinan
kepadanya bahwa kredit yang diberikan kepada debitur dapat dikembalikan sesuai
dengan jadwal waktu yang ditetapkan sehingga tujuan perusahaan akan tercapai.

4.3 Jenis-Jenis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit

4.3.1 Syarat-Syarat Calon Nasabah KUPEDES

|. Persyaratan untuk calon nasabah pengusaha
Sebagaimana ketentuan dalam SK Kanpus BRI Nokep: S.30-DIR/ADK/04/2003,

tanggal 29 April 2003, calon debitur KUPEDES golongan pengusaha harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Merupakan penduduk yang berdomisili dalam wilayah kerja BRI Unit
setempat yang dibuktikan dengan KTP atau Surat Keterangan Penduduk dari
Kepala Desa/Lurah setempat.

b) Mempunyai karakter yang baik dan mempunyai usaha yang layak untuk

dibiayai KUPEDES.
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¢) Bagi calon debitur yang sudah mempunyai surat izin usaha dari instansi yang
berwenang, cukup melampirkan copy surat izin usaha tersebut.

d) Untuk Kupedes dengan plafond tertentu, cukup menyerahkan surat keterangan
usaha dari kepala Desa/Lurah.

e¢) Calon debitur/debitur tidak sedang menikmati kredit lain di Kantor Cabang
BRI atau di BRI Unit lainnya.

f) Dapat menyediakan agunan kebendaan, baik berupa benda bergerak maupun
benda tidak bergerak.

g) Wajib membuka rekening tabungan di BRI Unit yang bersangkutan.

2. Calon debitur/debitur “K3”

Pengecualian kepada calon debitur dengan usaha skala kecil, diberikan

kemudahan sebagaimana diterangkan SE Kanpus BRI Nose: §8.27-

DIR/MKR/10/2003, tanggal 16 Oktober 2003 tentang Pelayanan KUPEDES dengan

plafond sampai dengan Rp. 3 Juta (K3). Persyaratan yang harus dipenuhi calon

debitur “K3" sebagai berikut:

1.

Calon debitur yang membutuhkan pembiayaan maksimal sampai dengan Rp. 3
Juta untuk berbagai sektor usaha yang dapat dibiayai Kupedes sektor Golbertap
dan Kupedes untuk usaha sektor pertanian.

Calon debitur sudah memiliki usaha dengan lokasi yang menetap minimal satu
tahun. Yang dimaksud lokasi yang menetap adalah lokasi yang secara tetap

ditempati setiap hari atau secara periodik pada hari-hari tertentu saja.

3. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon debitur:
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a. Menyerahkan fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya dan fotocopy Kartu
Keluarga yang masih berlaku serta harus dicocokkan dengan aslinya.

b. Petugas Kredit Lini (PKL) harus memastikan kebenaran alamat calon debitur,
dengan melakukan cross check dengan Kartu Keluarga atau rekening listrik.

c. Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya harus diberi paraf oleh Mantri atau
Kaunit sebagai bukti bahwa alamat calon debitur pada fotocopy KTP tersebut
benar dan cocok dengan aslinya.

d. Menyediakan jaminan dapat berupa barang-barang rumah tangga atau peralatan
yang digunakan dalam usahanya meskipun nilainya tidak harus mengcover
pinjamannya.

3 Persyaratan untuk calon nasabah Golongan Berpenghasilan Tetap

Sesuai SK Kanpus BRI Nokep: S.30-DIR/ADK/MKR/04/2003, tanggal 29 April

2003 dan SE Kanpus BRI Nose: S.28-DIR/MKR/1072003, calon debitur Golongan

Berpenghasilan Tetap (GOLBERTAP) dapat dilayani bila memenuhi persyaratan

berikut ini:

a. Menyerahkan asli Surat Keputusan (SK) pengangkatan menjadi pegawai tetap dan
atau pengangkatan pegawai yang pertama dan asli SK penetapan pangkat yang
terakhir atau asli Pensiun bagi status pensiunan.

b. Menyerahkan daftar perincian gaji atau pensiun terakhir yang bersangkutan dan
telah disyahkan (dilegalisir) oleh kepala kantor, unit kerja, instansi, pimpinan

perusahaan atau kantor pensiun instansi yang bersangkutan.



c. Memberi kuasa memotong gaji atau pensiun kepada bendaharawan tempat
gaji/pensiun yang dibayarkan setiap bulan

d. Surat keterangan kesanggupan dari Bendaharawan gaji/juru bayar untuk
memotong gaji yang bersangkutan dan menyetorkan ke BRI.

e. Wajib membuka rekening simpanan di BRI Unit yang bersangkutan.

f. Bagi pegawai yang berpenghasilan tetap dan pernah meminjam (nasabah lama

BRI/BRI Unit), harus menyertakan bukti tanda pelunasan kredit yang lalu.
4. Persyaratan Khusus calon nasabah yang pernah menunggak hitam.
Sesuai dengan SE KPBRI Nose: S.68-DIR/BUD/8/94 calon nasabah yang

pernah menunggak hitam dapat diberi KUPEDES apabila:

1. Yang bersangkutan telah melunasi tunggakannya secara penuh (Pokok +
Bunga) tanpa diberi keringanan bunga, kecuali keringanan bunga tersebut
dilunasi.

2. Pelunasan tunggakan, harus benar-benar murni dari nasabah, bukan diperoleh
dari hasil kompensasi realisasi KUPEDES baru maupun dilunasi oleh pihak ke
tiga.

3. Yang bersangkutan saat ini telah memiliki usaha yang layak, baik usaha lama
yang macet dan saat ini telah bangkit kembali atau usaha baru sama sekali.

4. Terjadinya kemacetan kredit yang lalu bukan karena itikad buruk yang

bersangkutan, tetapi semata-mata karena:
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a) Usahanya macet akibat faktor diluar kemampuan/perhitungan seperti:
bencana alam, kecelakaan, dan karena kesalahan manajemen seperti
menahan stock terlalu lama atau ditipu..

b) Kekeliruan petugas BRI Unit misalnya dalam menetapkan jadwal
angsuran pengembalian kredit yang lalu atau terlambat atau terlalu awal
dalam merealisir kredit yang lalu.

¢) Hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan itikad buruk yang
bersangkutan, maupun petugas BRI Unit.

5. Tidak sedang menikmati fasilitas kredit di Kanca atau BRI Unit lainnya.

4.3.2 Penentuan Besaran Plafond Kredit

1. Golongan berpenghasilan tetap tidak mempunyai usaha.
Mengingat bahwa pembayaran angsuran KUPEDES bagi golongan
berpenghasilan tetap adalah dari gaji bulanannya, maka besaran plafond
KUPEDES yang dapat diberikan adalah kombinasi antara jangka waktu
KUPEDES yang dipilih oleh debitur dengan jumlah angsuran bulanan
yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu sesuai ketentuan (maksimun
angsuran KUPEDES 60% x gaji bersih/THP per bulan),sepanjang hasil
perkalian tidak melebihi Rp. 50 Juta. SE Kanpus BRI Nose: S.28-
DIR/MKR/10/2003, tanggal 16 Oktober 2003. Rumus perhitungannya

sebagai berikut:




Plafond = — xn (60%x THP)

l+(ixn)

Keterangan:

1 = angka konstanta

i = besarnya suku bunga flate rate per bulan
n = jangka waktu kredit
THP = pendapatan bersih setelah dikurangi dengan pengeluaran rutin.

2. Golongan berpenghasilan tetap yang mempunyai usaha:

Bagi calon nasabah Golbertap yang mempunyai usaha, kepadanya diberikan -, -

alternatif pilihan, yaitu:

a)

b)

Apabila mengajukan permintaan KUPEDES dalam kedudukannya

persyaratan KUPEDES sebagaimana yang diatur bagi nasabah pengusaha.
Sebagai agunan tambahan, kepada yang bersangkutan dapat dimintakan surat
kuasa untuk memotong gaji.

Apabila mengajukan permintaan KUPEDES dalam kedudukannya sebagai
golongan berpenghasilan tetap, maka kepada nasabah bersangkutan berlaku
ketentuan dan persyaratan KUPEDES scbagaimana yang diatur bagi nasabah

golongan berpenghasilan tetap.
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3. Kepada nasabah suami dan istri secara sendiri-sendiri atau masing-masing
dapat dilayani KUPEDES pada satu atau lebih BRI Unit serta mendapat
fasilitas kredit di Kanca
Kepada nasabah suami dan 1stn secara sendiri-sendin atau masing-masing dapat

dilayami KUPEDES pada satu atau lebih BRI Unit serta dapat dibenkan fasilitas

kredit di Kanca, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Calon debitur suami/istri dari golongan pengusaha dapat dilayani KUPEDES
hanya pacia satu BRI Unit.

2) Calon debitur suami/istri dan golongan pengusaha dapat dilayani di BRI Unit,
walaupun suami/istri dari calon debitur tersebut telah dapat kredit golongan
berpenghasilan tetap dari Kanca dan atau BRI Unit lain.

3) Calon debitur suami/istn1 dan golongan berpenghasilan tetap dapat dilayani
KUPEDES di BRI Unit, walaupun suami /istni dari calon debitur tersebut telah
dapat kredit (kredit usaha ) dani Kanca dan atau KUPEDES di BRI Unit lain.

Pemberian KUPEDES kepada suami dan istni harus berpedoman pada matrik berikut:
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yang bersangkutan.

Tabel 4.1
Pedoman Pemberian Kredit Kepada Suami dan Istri
Suami / Istri
No | Usaha/ Jenis Kegiatan Dilayani Agunan (Bukan Dapat / Tidak
Cash Collateral) Dilayani
Sama Beda
1. Berbeda o) Dapat dilayani
o Tidak Dilayani
2. Sama 5 Dapat Dilayani
o} Tidak Dilayani
3. Keterkaitan Usaha Langsung o} Dapat Dilayani
o Tidak Dilayani
4. Keterkaitan Usaha tidak o} Dapat Dilayani
Langsung o Tidak Dilayani
S Salah Satu Golbertap &(*) Dapat Dilayani
6] Tidak Dilayani
6. Sama-Sama Golbertap (%) Dapat Dilayani
o} Tidak Dilayani
Catatan:

(*) => Yang dimaksud agunan dalam Golbertap adalah gaji/pensiunan pegawai

Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Cenderawasih.
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Keterangan Kolom di atas sebagai berikut:

1.

Berbeda adalah dimana suami dan istn masing-masing memiliki/mengelola
usaha yang berbeda dengan pengelolaan keuangan yang berbeda pula, misalnya
suami berdagang hasil bumi, sedangkan istn memiliki/mengelola usaha
berdagang barang-barang kelontong.

Sama adalah dimana suami dan istri masing-masing memiliki/mengelola usaha
dengan jenis yang sama, misalnya suami memiliki/mengelola usaha berdagang
kelontong demikian pula istn memiliki/mengelola usaha berdagang kelontong.
Keterkaitan Usaha Langsung adalah kegiatan usaha yang dikelola masing-
masing suami atau istn memiliki keterkaitan secara langsung, baik jenis usaha
maupun hubungan keuangan, maksudnya apabila usaha suami mengalami
kemunduran, maka usaha istni juga akan mengalami hal yang sama. Misalnya
usaha suami sebagai pengrajin kayu ukir, sedang usaha istn adalah hanya
memasarkan hasil kerajinan suaminya.

Keterkaitan Usaha Tidak Langsung adalah kegiatan usaha yang dikelola oleh
masing-masing suami atau istn, dimana usaha suami apabila mengalami
kemunduran tidak mempengaruhi  usaha istrinya.  Misalnya suami
memiliki/mengelola konveksi, sedangkan istn memiliki/mengelola usaha
perdagangan konveksi yang pasokannya bukan hanya dari usaha konveksi

suaminya.

5. Salah Satu Golbertap adalah salah seorang (suami atau istri) merupakan

pegawai berpenghasilan tetap, sedangkan yang lainnya bukan pegawai




43

berpenghasilan tetap, tetapi mempunyai usaha dengan penghasilan yang
berbeda.
6. Sama-Sama Golbertap adalah baik istn atau suami sebagai pegawai yang
berpenghasilan tetap.
4.3.3 Penentuan Suku Bunga KUPEDES
a. Golongan Pengusaha
Sesuai SE Kanpus BRI Nose: S.9-DIR/MKR/04/2003, tertanggal 21 April 2003
ditetapkan antara 2% s/d 1,6% (termasuk PBTW sebesar 25% dan suku bunga
tersebut) dengan menggunakan sistem blended, yaitu tingkat suku bunga
ditetapkan/dihitung berdasarkan komposisi untuk bagian plafond s/d Rp. 25
Juta sebesar 2% dan bagian plafond di atas Rp. 25 Juta sebesar 1,6%.
b. Golongan Berpenghasilan Tetap
Suku bunga KUPEDES Golbertap yang ditetapkan pada SE Kanpus BRI Nose:
S.28-DIR/MKR/10/2003 sebesar 1,30% flate rate per bulan selama jangka
waktu kredit. Tanpa adanya hak PBTW. Sedangkan besarmya angsuran per
bulan supaya menggunakan tabel angsuran. Bagi BRI Unit BRINets, penentuan
besaran angsuran (pokok + bunga) sesuai dengan hasil perhitungan yang
dilakukan secara otomatis oleh sistem.
4.3.4 Penentuan Pola Angsuran Kredit
Penentuan pola angsuran pembayaran kredit yang diterapkan PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero), yaitu menggunakan pola angsuran Flate Rate System (

jumlah pembayaran pokok + bunga yang dibayarkan setiap bulan sama).



ANGSURAN A26KHUSUS KUPEDES GOLBERTAP
JANGKA WAKTU 12 BULAN ANGSURAN BULANAN

TABEL 4.2

(Dalam Rupiah Penuh)

SUKU BUNGA = 1,25%
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Mar-05
POKOK JUMLAH | PEMBAGIAN ANGSURAN |
PINJAMAN ANGSURAN POKOK BUNGA
500.000,00 47.900 41.650 6.250
1.000.000,00 95.800 83.300 12.500
1.500.000,00 143.800 125.050 18.750
2.000.000,00 191.700 166.700 25.000
2.500.000,00 239.600 208.350 31.250
3.000.000,00 287.500 250.000 37.500
3.500.000,00 335.400 291.650 43.750
4.000.000,00 383.300 333.300 50.000
4.500.000,00 431.300 375.050 56.250
5.000.000,00 479.200 416.700 62.500
5.500.000,00 527.100 458.350 68.750
6.000.000,00 575.000 500.000 75.000
6.500.000,00 622.900 541.650 81.250
7.000.000,00 670.800 583.300 87.500
7.500.000,00 718.800 625.050 93.750
8.000.000,00 766.700 666.700 100,000
8.500.000,00 814.600 708.350 106.250
9.000.000,00 862.500 750.000 112.500
9.500.000,00 910.400 791.650 118.750
10.000.000,00 958.300 833.300 125.000
10.500.000,00 1.006.300 ~ 875.050 131.250
11.000.000,00 1.054.200 916.700 137.500
11.500.000,00 1.102.100 958.350 143.750
12.000.000,00 1.150.000 1.000.000 150.000
12.500.000,00 1.197.900 1.041.650 156.250
13.000.000,00 1.245.800 1.083.300 162.500
13.500.000,00 1.293.800 1.125.050 168.750
14.000.000,00 1.341.700 1.166.700 175.000
14.500.000,00 1.389.600 1.208.350 181.250
15.000.000,00 1.437.500 1.250.000 187.500
15.500.000,00 1.485.400 1.291.650 193.750
16.000.000,00 1.533.300 1.333.300 200.000
16.500.000,00 1.581.300 1.375.050 206.250
17.000.000,00 1.629.200 1.416.700 212.500

et
CimharDT Rank Rakuat Indanacia (Parcarn) | Init Candarawacih



ANGSURAN KHUSUS KUPEDES GOLBERTAP
JANGKA WAKTU 24 BULAN ANGSURAN BULANAN

TABEL 4.3

(Dalam Rupiah Penuh)

SUKU BUNGA = 1,25%
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Mar-05
POKOK JUMLAH PEMBAGIAN ANGSURAN
PINJAMAN ANGSURAN POKOK BUNGA
500.000,00 27.100 20.850 6.250
1.000.000,00 54.200 41.700 12.500
1.500.000,00 81.300 62.550 18.750 |
2.000.000,00 108.300 83.300 25.000
2.500.000,00 135.400 104.150 31.250
3.000.000,00 162.500 125.000 37.500
3.500.000,00 189.600 145.850 43.750 |
4.000.000,00 216.700 166.700 50.000
4.500.000,00 243.800 187.550
5.000.000,00 270.800 208.300
5.500.000,00 297.900 229.150
6.000.000,00 325.000 250.000
6.500.000,00 352.100 270.850 ¢
7.000.000,00 379.200 291.700 W)
7.500.000,00 406.300 312.550
8.000.000,00 433.300 333.300
8.500.000,00 460.400 354.150 :
9.000.000,00 487.500 375.000 112.500
9.500.000,00 514.600 395.850 118.750
10.000.000,00 541.700 416.700 125.000
10.500.000,00 568.800 437 550 131.250
11.000.000,00 595.800 458.300 137.500
11.500.000,00 622.900 479.150 143.750
12.000.000,00 650.000 500.000 150.000
12.500.000,00 677.100 520.850 156.250
13.000.000,00 704.200 541.700 162.500
13.500.000,00 731.300 562.550 168.750
14.000.000,00 758.300 583.300 175.000
14.500.000,00 785.400 604.150 181.250
15.000.000,00 812.500 625.000 187.500
15.500.000,00 839.600 645.850 193.750
16.000.000,00 866.700 666.700 200.000
16.500.000,00 893.800 687.550 206.250

Sumber: PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Cenderawasih



JANGKA WAKTU 12 BULAN ANGSURAN SETIAP BULAN
(Dalam Rupiah Penuh)

ANGSURAN DAN PBTW

TABEL4.4

KUPEDES NON GOLBERTAP S/D RP. 25.000.000

SUKU BUNGA = 1,87%
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Mar-05
POKOK JUMLAH PEMBAGIAN ANGSURAN BPTW

PINJAMAN | ANGSURAN POKOK BUNGA BULAN 6
100.000 10.200 8.300 1.900 2.900
200.000 20.400 16.700 3.700 5.600
300.000 30.600 25.000 5.600 8.400
400,000 40.800 33.300 7.500 11.300
500.000 51.000 41.700 9.300 14.000
750.000 76.500 62.500 14.000 21.000
1.000.000 102.000 83.300 18.700 28.100
1.250.000 127.500 104.200 23.300 35.000
1.500.000 153.000 125.000 28.000 42.000
1.750.000 178.500 145.800 32.700 49.100
2.000.000 204.000 166.700 37.300 56.000
2.250.000 229.500 187.500 42.000 63.000
2.500.000 255.000 208.300 46.700 70.100
2.750.000 280.500 229.200 | 51.300 77.000
3.000.000 306.000 250.000 56.000 84.000
3.250.000 331.500 ~270.800 60.700 91.100
3.500.000 357.000 291.700 65.300 98.000
3.750.000 382.500 312.500 70.000 105.000
4.000.000 408.000 333.300 74.700 112.100
4.250.000 433.500 354.200 79.300 119.000
4.500.000 459.000 375.000 84.000 126.000
4.750.000 484.500 395.800 88.700 133.100
5.000.000 510.000 416.700 93.300 140.000
5.250.000 535.500 437.500 98.000 147.000
5.500.000 561.000 458.300 102.700 154.100
5.750.000 586.500 479.200 107.300 161.000
6.000.000 612.000 500.000 112.000 168.000
6.250.000 637.500 520.800 116.700 175.100
6.500.000 663.000 541.700 121.300 182.000
| 6.750.000 688.500 562.500 126.000 189.000
‘ 7.000.000 714.000 583.300 130.700 196.100
7.250.000 739.500 604.200 135.300 203.000
7.500.000 765.000 625.000 140.000 210.000
7.750.000 790.500 645.800 144.700 217.100

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Cenderawasih
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TABEL 4.5
ANGSURAN DAN PBTW
KUPEDES GOLBERTAP S/D RP. 25.000.000
JAMGKA WAKTU 12 BULAN ANGSURAN SETIAP BULAN
(Dalam Rupiah Penuh)

SUKU BUNGA = 1,87%

Mar-05
POKOK JUMLAH PEMBAGIAN ANGSURAN BPTW
PINJAMAN ANGSURAN POKOK BUNGA BULAN 6

100.000 6.000 4.100 1.900 2.900
200.000 12.100 8.400 3.700 5.600
300.000 18.100 12.500 5.600 8.400
400.000 24.100 16.600 7.500 11.300
500.000 30.200 20.900 9.300 14.000
750.000 45.200 31.200 14.000 21.000
1.000.000 60.300 41.600 18.700 28.100
1.250.000 75.400 52.100 23.300 35.000
1.500.000 90.500 62.500 28.000 42.000
1.750.000 105.600 72.900 32.700 49.100
2.000.000 120.700 83.400 37.300 56.000
2.250.000 135.700 93.700 42.000 63.000
2.500.000 150.800 104.100 46.700 70.100
2.750.000 165.900 114.600 51.300 77.000
3.000.000 181.000 125.000 56.000 84.000
3.250.000 196.100 135.400 60.700 91.100
3.500.000 211.200 145.900 65.300 98.000
3.750.000 226.200 156.200 70.000 105.000
4.000.000 241.300 166.600 74.700 112.100
4.250.000 256.400 177.100 79.300 119.000
4.500.000 271.500 187.500 84.000 126.000
4.750.000 286.600 197.900 88.700 133.100
5.000.000 301.700 208.400 93.300 140.000
5.250.000 316.700 218.700 98.000 147.000
5.500.000 331.800 229.100 102.700 154.100
5.750.000 346.300 239.000 107.300 161.000
6.000.000 362.000 250.000 112.000 168.000
6.250.000 377.100 260.400 116.700 175.100
6.500.000 392.200 270.900 121.300 182.000
6.750.000 407.200 281.200 126.000 189.000
7.000.000 422.300 291.600 130.700 196.100
7.250.000 437.400 302.100 135.300 203.000
7.500.000 452.500 312.500 140.000 210.000
7.750.000 467.600 322.900 144.700 217.100
8.000.000 482 700 333.400 149.300 217.100
8.250.000 497.700 343.700 154.000 217.100
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Contoh kredit yang diberikan:

Pokok Kredit = Rp. 1.000.000

Bunga = 18%

Jangka waktu = 12 bulan

Kredit beserta bunganya dibayar sekaligus pada saat jatuh tempo kredit. Kredit

pokok dan bunga yang harus dibayar:

Bunga 1.000.000 x 18% =  180.000
Pokok = 1.000.000
Jumlah = 1.180.000

a. Menghitung pokok pinjaman per bulan yang harus dibayarkan, yaitu:
Jumlah pinjaman di bagi dengan jangka waktu pinjaman yang diajukan.
b. Menghitung bunga pinjaman kredit yang harus dibayar setiap bulan, yaitu:
% bunga yang dikenakan x jumlah pinjaman kredit, kemudian di bagi jangka
waktu pinjaman.
Tabel perhitungan kredit dengan menggunakan metode sistem flate rate

sebagai berikut:



Contoh Perhitungan Kredit dengan Flate Rate

Tabel 4.6
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Jadwal Pembayaran
Pembayaran ke | Pokok Bunga Jumlah Pembayaran Saldo
0 1.000.000
1 83.333 15.000 98.333 916.667
2 83.333 15.000 98.333 833.334
3 83.333 15.000 98.333 750.001
4 83.333 15.000 98.333 666.668
5 83.333 15.000 98.333 583.335 /
6 83333 | 15.000 98.333 500008 .
7 83333 | 15.000 98333 416.( 9,5
8 83333 | 15.000 98333 333.338 %%nn
-
9 83.333 15.000 98.333 250.003
10 83.333 15.000 98.333 166.670
11 83.333 15.000 98.333 83.337
12 83.333 15.000 98.333 0
180.000 6.500.022
Rata-rata saldo 541.669

Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Cenderawasih

"
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4.3.5 Penentuan Tata Cara Pelunasan Kredit Sebelum Jatuh Tempo
a. Bagi debitur dani golongan pengusaha yang akan melunasi kreditnya sebelum
jatuh tempo, maka diwajibkan untuk melunasi sisa bunga sampai dengan akhir
jangka waktu.
b. Bagi debitur dari Golbertap yang akan melunasi kredit sebelum jatuh tempo,
dibedakan menjadi:

1. Pelunasan maksimal 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo dimana debitur
tidak akan lagi mengajukan KUPEDES Golbertap, maka besaran pelunasan
sebagai berikut:

e Sisa kewajiban pokok + beban bunga bulan yang bersangkutan + (2 x
angsuran bunga per bulan).
Apabila terdapat tunggakan maka besar angsuran pelunasan adalah:
e Tunggakan (pokok + bunga) + sisa kewajiban pokok + beban bulan yang
bersangkutan (2 x angsuran bunga per bulan).

2. Pelunasan KUPEDES Golbertap dimana debitur akan mengajukan lagi
KUPEDES, maka besaran pelunasan:

Sisa kewajiban pokok (outstanding) + beban bunga yang belum dibayar s/d

bulan yang bersangkutan (bulan pada saat pelunasan).
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4.3.6 Prosedur dan Pelayanan KUPEDES
Berdasarkan SK Direksi BRI Nokep: S.30-DIR/ADK/04/2003, tanggal 29

April 2003 tentang pedoman pelaksanaan Proses Pemberian KUPEDES senantiasa
harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian diantaranya tercermin
pada kebijakan prosedur pemberian KUPEDES yang sehat dimulai tahapan
penyusunan rencana pemasaran:
e Penetapan Pasar Sasaran (PS) KUPEDES,
e Penetapan Knitenia Risiko yang dapat Diterima (KRD),
e Proses Pembenian Putusan KUPEDES,
e Peranjian dan Pencairan Kredit,
e Dokumentasi dan Administrasi KUPEDES,
e Peresetujuan Pencairan KUPEDES,
¢ Pembinaan dan Pengawasan KUPEDES
Dokumentasi proses pemberian KUPEDES bagi Deskman dan Teller, sebagai
berikut:
A. Prakarsa dan Permohonan KUPEDES

Prakarsa dan permohonan KUPEDES dapat dibagi dalam dua aktivitas yaitu
aktivitas administrasi saat pendaftaran dan administrasi setelah pendaftaran:

1. Saat Pendaftaran.
a. Hal-hal yang perlu perlu diperhatikan di dalam melaksanakan pelayanan

pada tahap pendaftaran:
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1) Pendaftaran harus dilakukan di kantor BRI Unit pada waktu jam kerja.

2) Petugas BRI Unit yang melayani pendaftaran permohonan KUPEDES
adalah Deskman.

3) Khusus pinjjaman plafond sampai Rp. 3 Juta (K3) untuk golongan
pengusaha, pendaftaran/pengisisan dapat dilakukan oleh Mantni di
lapangan, namun sekembalinya Mantn ke kantor, formulir tersebut
segera diserahkan kepada Deskman untuk melengkapi administrasi
lainnya.

4) Memenksa apakah calon nasabah tersebut tidak termasuk nasabah
Daftar Hitam.

b. Urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Deskman sebagai berikut:
1. Memeriksa kelengkapan berkas calon nasabah, seperti:

a) Copy tanda bukti diri (KTP, SIM, atau surat keterangan lainnya),

b) Surat ijin usaha atau surat keterangan usaha dan Kepala Desa/Lurah,
atau copy KTP saja bagi KUPEDES “K3”.

¢) Tanda bukti pemilikan agunan,

d) Tanda bukti pelunasan KUPEDES yang lalu (nasabah lama)

e) Bagi calon nasabah Golbertap berlaku ketentuan tambahan seperti:
e Asli SK pengangkatan pegawai tetap dan atau SK pengangkatan

pegawai pertama, dan SK penetapan pangkat terakhir atau SK

pensiun bagi berstatus pensiunan.
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e Daftar perincian gaji pegawai atau pensiunan yang terakhir dan telah
dilegalisir oleh kepala kantor/instansi yang bersangkutan.

2. Menjelaskan segala hal yang menyangkut ketentuan KUPEDES agar
dikemudian hari tidak menimbulkan masalah yang disebabkan oleh
ketidaktahuan nasabah, meliputi:

a) Keperluan atau tujuan penggunaan KUPEDES,

b) Besamya plafond KUPEDES, jangka waktu dan pola angsuran,
c¢) Besarnya Suku Bunga KUPEDES,

d) Cara pembayaran kembali,

e) Ketentuan PBTW

3. Meminta calon nasabah untuk mengajukan perkiraan besarnya
permohonan KUPEDES beserta jangka waktu yang dikehendaki.

4. Meminta calon nasabah untuk mengisi dan membubuhkan cap jempol
atau tanda tangan pada formulir pendaftaran (SKPP) atau dapat dibantu
oleh Deskman bagi nasabah yang tidak bisa menulis.

5. Mengisi dan menandatangani formulir tanda terima bukti pemilikan
agunan rangkap 2 (dua), ash untuk nasabah, tindasannya untuk arsip BRI

Unit.
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2. Setelah Pendaftaran
Kegiatan yang dilakukan Kaunit sebagai berikut:

1) Pada hari yang sama sesuai dengan tanggal pendaftaran SKKP,
Kaunit menenima berkas SKPP dani Deskman dan memeriksa
kelengkapan berkas SKPP terutama yang menyangkut persyaratan
yang diperlukan berikut kebenaran pengisian formulir dan register.

2) Pada hani yang sama berkas SKPP tersebut diperiksa oleh Kaunit,
apakah calon nasabah telah memenuhi kelengkapan berkasnya. Bila
ternyata tidak sesuai maka Kaunit harus menolak permohonan
KUPEDES tersebut.

3) Memberikan disposisi atau sejenisnya, untuk pemeriksaan oleh
Mantn atau Kaunit akan memeriksa sendin SKKP tersebut.

4) Menyerahkan kembali berkas SKPP kepada Deskman.

Deskman melakukan kegiatan sebagai berikut:

1) Menyiapkan formulir-formulir pemeriksaan ke tempat nasabah oleh
Mantri.

2) Menyiapkan formulir-formulir pemeriksaan agunan.

3) Menyerahkan berkas SKPP yang sudah didisposisi oleh Kaunit
kepada Mantri. Untuk nasabah lama agar disertai dengan berkas
SKPP yang lalu dan print ow kegiatan rekening pinjaman lunas

serta meminta Mantri menbubuhkan paraf pada kolom Mantri.
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B. Analisis dan Evaluasi KUPEDES
1. Memeriksa Aspek Kredit
Pada dasammya tugas dan tanggung jawab Mantn dalam analisis dan
evaluasi KUPEDES, yaitu: melakukan analisis dan evaluasi aspek Five C's
of Credit (Character, capacity, capital, condition, dan collateral).
2. Memeriksa aspek usaha calon nasabah, meliputi:

a. Mengadakan pemeriksaan di tempat usaha yang mengajukan
pinjaman (on the spor) untuk mengetahui, menilai dan menyakini
apakah nama, alamat, usaha, barang agunan benar-benar sesuai
dengan keterangan dan sejenisnya, apakah yang mengajukan
pinjaman mempunyai karakter yang baik, menaksir atas nilai barang

meliputi prospek usaha (aspek produksi, pemasaran, ke

aspek sosial ekonomi).
c. Penilaian agunan yang meliputi persyaratan agunan (ditinjau dan
syarat ekonomis) dan pemeriksaan agunan sesuai dengan sifat
barang yang menjadi agunan tersebut.
C. Penetapan Tipe dan Struktur KUPEDES
Setelah pengisian berkas-berkas yang berkaitan dengan pemeriksaan di tempat

usaha dan agunan calon nasabah diselesaikan, selanjutnya Mantri segera menentukan
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pengisian lembar usulan, yaitu lembar formulir yang menyangkut: tipe dan struktur
kredit yang meliputi sebagai berikut:
1. Besar KUPEDES yang diusulkan.
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan besarnya usulan
KUPEDES yang akan diberikan kepada calon nasabah, adalah:
a. Besarnya permohonan KUPEDES
b. Rencana perluasan usaha
c¢. Perputaran modal (mulai dari proses pengadaan, produksi sampai menjadi kas
kembali).
d. Kemampuan dana sendiri.
e. Kemungkinan adanya KUPEDES yang sedang dinikmati calon nasabah dari
BRI Unit yang bersangkutan atau hutang dagang dari pihak ketiga.
f. Kemampuan membayar kembali (repayment capacity).
g. Besarnya nilai agunan, yaitu sampai seberapa besar nilai agunan tersebut
dapat mengcover KUPEDES yang akan diberikan.
2. Jangka Waktu dan Pola Angsuran.
Penetapan usul mengenai lamanya jangka waktu dan pola angsuran KUPEDES
untuk calon nasabah, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
a. Pola pendapatan calon nasabah
b. Kemampuan membayar angsuran
¢. Permintaan calon nasabah berdasarkan tabel angsuran

d. Besamya KUPEDES yang akan diberikan
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e. Sektor eckonomi yang dibiayai.
3. Bentuk KUPEDES dan Suku Bunga

a. Bentuk kredit adalah persekot non anuitet dengan perhitungan flate rate system.

b. Besammya suku bunga KUPEDES untuk penggunaan investasi maupun

eksploitasi (modal kerja) sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Rekomendasi Pemberian Kredit

Rekomendasi KUPEDES dibuat oleh pejabat Pemrakarsa KUPEDES (Mantri,
Kaunit, AMBM). Dalam hal pemrakarsa lebih dari 1 (satu) orang maka dalam SKKP
disebut sebagai Pemrakarsa |, Pemrakarsa II, dan seterusnya. Berdasarkan hasil
analisis/evaluasi yang dibuat oleh Pemrakarsa kredit, dan seterusnya yang harus
diketahui oleh Mantri. Setelah pejabat Pemrakarsa selesai memberikan rekomendasi
pada berkas SKKP tersebut, selanjutnya berkas diserahkan kepada:

1. Deskman, apabila pejabat pemrakarsa adalah Mantri dan Kaunit untuk dicatat
dan selanjutnya disampaikan kepada Kaunit untuk mendapat putusan dan
diteruskan ke PAU.

2. PAU, setelah menerima paket KUPEDES dari BRI Unit akan mencatat pada
register  tersendin dan  selanjutnya  menyampaikan  kepada
AMBM/MBM/Pinca untuk mendapat putusan.

E. Pemberian Putusan KUPEDES
Proses putusan KUPEDES dilakukan oleh pejabat Pemutus KUPEDES (Kaunit,

AMBM, MBM, dan Pinca yang mempunyai kewenangan dan limit putusan sesuai
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PDWK). Setelah pejabat Pemutus (KaunitAMBM/ MBM/Pinca), selesai
membenkan putusan, maka berkas SKPP diserahkan kepada:

I. Deskman, apabila pejabat pemutus adalah Kaunit

2. PAU, apabila pejabat Pemutus adalah AMBM/MBM/Pinca dicatat pada
register tersendiri dan selanjutnya berkas SKPP dikirim ke BRI Unit.

F. Perjanjian dan Pencairan KUPEDES

Dalam tahap realisasi KUPEDES, langkah-langkah yang harus diperhatikan
adalah ha-hal sebagai berikut:
1. Persiapan Pencairan

Setelah SKPP diputus, Deskman mencatat dan segera melaksanakan persiapan

a. Membenitahukan kepada calon nasabah, bahwa permohonan KUPEDES-nya
telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya.

b. Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang (SPH).

¢. Mempersiapkan pembuatan surat pengikatan agunan.

d. Mengisi kuitansi pembayaran KUPEDES dalam rangkap tiga, ash dipegang
Teller, salinan pertama untuk nasabah dan salinan kedua disimpan di dalam
berkas KUPEDES.

2. Penandatanganan Perjanjian Pencairan.
Berkas atau kelengkapan pencairan KUPEDES terdiri dari Surat Pengakuan
Hutang (SPH), surat pengikatan agunan dan kuitansi pembayaran. Urutan kegiatan

yang dilakukan oleh Deskman adalah sebagai berikut:
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a. Meminta asli tanda bukti diri nasabah untuk menyakinkan bahwa nasabah
tersebut benar-benar yang berhak.
b. Membacakan dan menjelaskan syarat-syarat KUPEDES-nya,sampai nasabah
benar-benar memahami.
¢. Meminta nasabah untuk:
1) Membubuhkan cap jempol atau tanda tangan surat-surat pengikatan agunan
yang dilakukan didepan Deskman dan harus mengenai materai yang telah

disediakan.

2) Membubuhkan tanda tangan atau jempol (bagi nasabah yang tidak dapat
membaca dan menulis).

3) Menyerahkan kuitansi dan tanda bukti diri serta berkas pencairan
KUPEDES kepada Kaunit untuk difiat bayar.

3. Fiat Bayar.

Urutan kegiatan yang dilakukan oleh Kaunit seabagai berikut:

a. Menerima kuitansi dan berkas KUPEDES dari Deskman.

b. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian berkas KUPEDES untuk
dicocokkan dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam putusan
KUPEDES serta mencocokkan tanda tangan atau cap jempol pada SPH,
surat pengikatan agunan dan kuitansi.

c. Setelah yakin akan kebenarannya, Kaunit membubuhkan tanda tangan

sebagai signer (fiat bayar).



d. Setelah selesai memeriksa dan membubuhkan fiar bayar pada kuitansi,
kemudian mendistribusikan sebagai berikut:
1. Kuitansi pembayaran dan tanda bukti diri nasabah kepada Teller.
2. Berkas KUPEDES lainnya kepada Deskman.
4. Pembayaran Pencairan KUPEDES
Urutan kegiatan yang dilakukan Teller adalah sebagai berikut:

a. Teller memanggil nasabah dan meminta tanda tangan atau cap jempol di
belakang kuitansi, kemudian mencocokkan dengan tanda tangan atau cap
Jempol dibagian depan kuitansi dan tanda tangan atau cap jempol pada bukti
diri nasabah.

b. Apabila cocok, Teller perlu menjelaskan tentang hak dan kewajiban nasabah
minimal mengenai besarnya KUPEDES, jangka waktu, besar dan pola
angsuran, ketentuan PBTW serta kewajiban menerima kunjungan petugas
BRI/BRI Unit sewaktu-waktu.

c. Membubuhkan stempel “Telah Bayar” dan ditanda tangani oleh Teller,
selanjutnya dilakukan pembayaran dan menyerahkan tindasan pertama
kuitansi kepada nasabah dan tindasan kedua diserahkan kepada Deskman.

d. Teller meminta nasabah untuk menghitung ulang vang pinjaman yang telah
diterima.

5. Penyelesaian Adminstrasi Pencairan KUPEDES

Urutan kegiatan yang dilakukan oleh Deskman adalah sebagai berikut:
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a. Melengkapi pelayanan pendaftaran yang belum lengkap terisi sampai dengan
pencairan.
b. Mengisi data nasabah yang baru direalisir bagi nasabah KUPEDES.
c. Pada kolom putusan atau formulir sejenisnya ditulis “telah dicairkan
tanggal......".
6. Penyimpanan Berkas KUPEDES.
Urutan kegiatan yang dilakukan oleh Deskman adalah sebagai berikut:
a. Menyusun isi berkas KUPEDES.
b. Membubuhkan paraf sebelum menyerahkan kepada Kaunit untuk diverifikasi

kelengkapan pada hari itu juga. Setelah diverifikasi oleh Kaunit, maka pada

berkas KUPEDES dibubuhkan paraf Kaunit sebagai bukti bahwa keadagy”

berkas telah lengkap dan benar.

d. Untuk berkas KUPEDES yang sudah lunas dan tidak mengajukan lagi, berkas
yang ditolak atau dicabut kembali (tidak jadi mengajukan KUPEDES), agar
disusun urut menurut nomor induk nasabah secara tersendir.

e. Berkas KUPEDES yang disimpan adalah untuk masa tiga kali KUPEDES
terakhir (bagi nasabah yang sudah pernah memimjam lebih dan tiga kali),
sedang atas berkas yang selebihnya tidak diperlukan lagi, dan harus
dimusnahkan setelah sebelumnya dibuatkan berita acara pemusnahan yang

telah disetujui oleh Pinca.
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f. Kaunit dan Deskman bertanggung jawab atas kelengkapan berkas KUPEDES

dan penyimpanannya.
Untuk memudahkan pemahaman proses persetujuan sampai dengan pencairan
Kupedes dapat dilihat flow chart arus proses Kupedes berdasarkan tingkat putusan

Kaunit, AMBM, MBM, dan Pinca terlampir.




1. FLOWCHART ALUR PROSES KUPEDES PUTUSAN KAUNIT

PASAR SASARAN (PS)
KRITERIA RISIKO YANG DAPAT DITERIMA (KRD)

.

RENCANA PEMASARAN TAHUNAN (RFPT)
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2. FLOWCHART ALUR PROSES KUPEDES PUTUSAN AMBM
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FLOWCHART ALUR PROSES KUPEDES PUTUSAN PINCA (Tanpa Format AMBM & MBM)
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kredit
dan
DESKMAN

SERCMAR PETUGASADMUNIT B o o e

s e Mencatat tanggal b Mencatat tanggal >  Misnitn Gagent pencairan Kupedes
o pencrimaan SKPP penenimaan SKPP
i Md. pads Md 35 dan 35B pada Md 35 dan 35B PRRLINE-D i 20D ‘

divenifikssi




4. FLOWCHART ALUR PROSES KUPEDES PUTUSAN MBM

PASAR SASARAN (PS)
KRITERIA RISIKO YANG DAPAT DITERIMA (KRD)

v

RENCANA PEMASARAN TAHUNAN (RPT)

Analisa dan
Evaluasi

rb

Struktur Kredit

Penetapan Tipe dan

* Membuat usulan
tipe dan sturktur

PETUGAS ADM UNIT

e Mencatat tanggal

pada Md 35 dan 358
b Meagirim SKPP ke

B"M-""

pades Md 35 dan 358

Melakulom fiat bayar




67

5. FLOWCHART ALUR PROSES KUPEDES PUTUSAN PINCA (ada AMBM & MBM)

PASAR SASARAN (PS)

KRITERIA RISIKO YANG DAPAT DITERIMA (KRD)

RENCANA PEMASARAN TAHUNAN (RPT)

n Analisa dan Penetapan Tipe dan e 3 Perjanjian dan
pedes Evaluasi Struktur Kredit Pomskarie =¥ Pasboian Mot pencairan
MANTRI, KAUNIT,
H MANTRI MANTRI AMBM & MBM AMBM DESKMAN
mohonan o Melakukan e Membuat usulan 9 ¢ Membuat e Meneliti hasil * Mencatat dalam
lenghkapan W::m tipe dan sturktur rekomendasi pemeriksaan SKPP :wa Md 35
m""‘" kredit Kupedes . KManmc:“e:r putusan 5 W"’*n PP
+ Melakukan perjanpan dan
analisa dan pencaran Kupedes
N evaluas L * Meminta nasabah
untuk menanda-
' DESKMAN PETUGAS ADM UNIT “ dok
lenghapan v perjanyian dan
f ,,,,.‘:},‘,E",, D>| + Mencatat tanggal “ pencairan hupedes
- PIRRILIS dan 338 pada Md 3§ dan 158
g b Mengirim SKPP ke \
Kanca
A KAUNIT
 regasier
an 35DA e
kelenghapan dan
kebenaran dokumen
berkas
« Melakukan fiat bayw
Y
disposis DESKMAN
75  untuk
* Menenima berkas
Kupedes dan Kaunit
untuk penyelesaian
administrasi pencair:
]
Y
TELLER
IA, dit
a Md.3s . Ubaalitad s
kuitans:
berkas * Melakukan
Mantri pembayaran
sertifikat L'
NASABAH
* Menenima Pembayar
dan tindasan kuitans)
A4
DESKMAN

e  Memasukkan kuitan:

dani Teller ke dalma
berkas Kupedes

« Menyimpan berka

Kupedes setelah
diverifikssi
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4.4 Analisis Sistem Pengendalian Intern Pada PT.Bank Rakyat Indonesia

Untuk melakukan analisis sistem pengendalian intern pada PT.Bank Rakyat
Indonesia,penulis menggunakan instrumen kuesioner sebagai alat dokumentasi
informasi.Sebagaimana diketahui ada tiga cara yang digunakan oleh auditor untuk
mendokumentasikan informasi,relevansinya dengan pengendalian intern,yaitu:

1. Kuesioner (/nternal Control Quesioner)
2. Uraian tertulis (Written Description)
3. Sistem bagan Arus (Flow Chart System)

Salah satunya diatas dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian
intern,penulis menggunakan instrumen kuesioner dan sistem bagan arus dalam
pengendalian intern pada PT.Bank Rakyat Indonesia.Untuk sistem bagan arus dapat
dilihat pada alur proses putusan KUPEDES dan untuk kusioner dilakukan pertanyaan
yang menyangkut dengan sistem pengendalian intern.Pertanyaan-pertanyaan yang
terdapat didalamnya tersusun sedemikian rupa sehingga jawaban yang diperoleh
sebahagian besar “YA” ini berarti sistem pengendalian intern PT.Bank Rakyat
Indonesia sehat,sebaliknya jika jawabannya “TIDAK”™ lebih banyak maka sistem
pengendalian intern PT.Bank Rakyat Indonesia dalam penyelenggaraannya tidak
sehat.

Berikut ini penulis sajikan hasil jawaban dari sistem pengendalian intern
terhadap pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Unit Cenderawasih:
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NO PERTANYAAN YA | TIDAK

1 | Apakah pada bank yang bersangkutan telah memiliki | YA
pedoman manual of operation di bidang perkreditan ?

2 | Apakah para pejabat kredit mempunyai | YA
pengetahuan/kecakapan dalam memberikan kredit ?

3 | Apakah terdapat job description untuk memutuskan | YA
pemberian kredit kepada dari pejabat tertentu ?

4 | Apakah dalam bank yang bersangkutan telah tersedia | YA
cukup peralatan yang diperlukan untuk menyimpan
dokumen perkreditan secara aman dan tertib ?

5 | Apakah dalam bank yang bersangkutan tidak terdapat | YA
calo-calo dalam pengurusan permohonan pengajuan
kredit ?

6 | Apakah dalam bank yang bersangkutan mempunyai | YA
lawyer/penasehat hukum yang tinggi reputasinya ?

7 | Apakah bank yang bersangkutan mempunyai notaries | YA
public' accountant yang mempunyai reputasi yang
tinggi?

8 | Dalam menyalurkan kredit apakah bank yang | YA

bersangkutan secara aktif memilih nasabah yang akan

diberikan pinjaman kredit ?
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9 | Apakah dalam memberikan kredit kepada nasabah | YA

selalu berdasarkan pada tabel angsuran pinjaman ?

10 | Apakah dilakakun inspeksi on the spot ke tempat usaha | YA

para debitur dilakukan secara teratur ?

I1 | Dalam menyalurkan kredit apakah bank yang| YA

bersangkutan mengadakan desentralisasi sektor ekonomi

12 | Apakah dalam memberikan kredit kepada nasabah nilai | YA
barang/agunan dijaminkan harus sesuai dengan

pinjamannya ?

13 | Apakah bank yang bersangkutan mengusahakan bank to | YA

information atas calon nasabahnya ?

14 | Apakah sistem pengarsipan dari bermacam-macam | YA

dokumen yang menyangkut perkreditan telah diarsipkan

secara sistematis ?

15 | Apakah dalam bank yang bersangkutan dilakukan | YA

penilaian kollektibilitas pada para nasabahnya ?

Dari hasil anlisis yang penulis lakukan yaitu melalui kuesioner pengendaliam
imter menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan melihat bagabb
arus putusan KUPEDES tersebut cukup signifikan sehingga sistem pengendalian

intern pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Cenderawasih sudah memadai.




BAB YV

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal yang antara lain sebagai

berikut:

Sistem pengendalian intern merupakan suatu hal yang sangat penting bagi
pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalam memahami kebijakan
yang diterapkannya dan membern keyakinan kepadanya bahwa kredit yang
diberikan kepada debitur dapat dikembalikan tepat pada waktunya sehingga
tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Struktur organisasi yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Unit Cenderawasih telah sesuai dengan sistem pengendalian intern yang
memadai hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pembagian tugas tanggung
jawab yang jelas antara pimpinan dan karyawan sehingga tidak terjadi overlap
dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

Sistem pengendalian yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Unit Cenderawasih dalam hal penetapan plafond kredit yang
diberikan kepada debitur berdasarkan tabel angsuran kredit, penetapan
pelayanan kredit yang dapat/tidak dapat diberikan kepada suami dan istri,

penetapan sistem pembayaran kredit (flate rate system), dan flowchart arus



pemutusan kredit yang diterapkan telah sesuai dengan program dan prosedur

intern yang sehat.

5.2 Saran

Setelah diuraikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka akan

diuraikan beberapa saran yang dianggap perlu antara lain sebagai berikut:

k

Sistem pengendalian intern pemberian kredit PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Unit Cenderawasih berdasarkan tabel angsuran harus lebih
ditingkatkan pengawasannya.

Pemberian kredit KUPEDES yang diberikan kepada debitur harus dijelaskan
dengan jelas kepada debitur mengenai pola angsuran pembayaran kredit (flate
rate system), syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi debitur dalam
hal mengajukan kredit agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di
kemudian hari.

Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Cenderawasih harus lebih
meningkatkan  pelayanannya  kepada  debitur/nasabah  sehingga
debitur/nasabah akan lebih percaya dalam pengambilan kredit yang dilakukan
tidak akan mengurangi modal yang diajukan dan modal yang ditanamkan
akan aman.

Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia sebaiknya memperhatikan dan
memantau sistem pengendalian intern pemberian kredit yang telah disusun

dan diterapkan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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SURAT - PERNYATAAN

ing bertanda tangan dibawah ini, kami Kepala Instansi / Perusahaan, Bendaharawan dan Juru Bayar
1ji masing-masing sebagai berikut :

L Nama
Nip ;
Jabatan : Kepala

[i. Nama
Nip :
Jabatan : Bendaharawan / Juru Bayar Gaji

ngan kedudukan kami sebagai Kepala Instansi / Perusahaan, Bendaharawan/Juru Bayar Gaji, maka
ngan ini menyatakan sanggup dan bersedia melakukan pemotongan gaji pegawai yang tersebut
manya dibawabh ini setiap bulannya untuk disetorkan sebagai pembayaran/angsuran kreditnya pada
intor Bank Rakyat Indonesia sampai kredit yang bersangkutan lunas.

Nama
Nip
Jabatan
Alamat :
mikian surat pernyataan kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

| _ Yang membuat pernyataan
Kepala ............ Sl . II. Bendaharawan/Juru Bayar Gaji

.......................................................................................

.......................................................................................

Disetujui oleh Pegawai Ybs.




RAT A MEMOTON RAN N i
Yang bertandatangan dibawah ini : : D 3 o s AT,

Nama %) avarers LTV TRTIOYE VIO . o & L RN
Nomor dan tanggal Keputusan Pensiun & ...t enessennees

Kelompok Pensiun auissasasssassnsaisnseis s R SRR AR ST, %)
No. Pensiun

No. Buku Pembayarun Pensiun ZKatip 2 .....cccinannimsnassiisiasaisiwsessionn T T
engan ini memberi Kuasa dengan hak substitusi, yang tidak dapat dicabut kembali baik oleh
>tentuan Undang - Undang yang menghentikan kuasa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1813
itab Undang - Undang Hukum Perdata nuupun oleh sebab - sebab apapun juga, kepada

..................................................................................................................................................

>nggantinya.
KHUSUS

ntuk memotong uang pembayaran pensiun | Pemberi Koasa dari bulan ...l
hUN o dan seterusnya tiap - tiap bulan, serta melnbdyark.m kcpada PT. BANJ(
AKYAT INDONESIA {PERSERO) )1 st s S ! ..... sejumlah yang dltelapkan
lech BANK untuk memenuhi angmran pinjaman baik yang tcrsebul dalam Surat Pcngdku.m .
utang Nomor urut .......cccccoeeeennnee. bocineensenesannss bevess ldnggal ....... ! ........................ maupun yang

mbul dikemudian hari, sampai dt?g.ln hutan nyal plnjamanrilya lunas. TUPEDES

dupunbcsamy.: pinjaman pokok adalah sebesaer, T TET TR DG~ iyitnid-
R SRR IR o . dengdn pembay.lr.m
............. (................................................)kal:ang\umn bul.m.m bcrup.npokokdan bungdddn
:sarnya potongan setiap bulan sebesar Rp..........cooooiln i A AR e o

--.n--.-----.--------u-----..1----.......-o.-..oollo--ooccoaou-oo-.oto--.--o-a--o----.--a-oa1o—uoo-.......------nc----------o--------------.)

Pembert Kuasa

Meteru

Diisi sesuan kelonypok pensiun melipuri AD, AL AU, Kepodisian, Sipil dsh

Na. Pembayxaran pensinn = Diist bagi Pensiintan ex Asaliri { —~pyr-
No. Karip : Diisi hagi Pensiunan ex Taspen g
Diist nama dan jabatan vang diberi knaser

-~




D11 110 ) SO S SO [ !

:pada Yth.

r. Kepala Unit
» BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO )

~
a

Dengan ini kami beritahukan bahwa sesuai dengan Surat Kuasa Memotong Uang Pembayaran
nsiun tanggal................................sebagaimana tersebut pada halaman belakang surat ini
'S nama :

Jama e A SR B o sy s e

vomor dan tanggal . Keputusan PEnsiun ... snesse s saeae e

telompok Pensiun il ssossosssesssnss bR rensevinsssuscss 9)
0. Pensiun TR R T rm——

0. Buku Pembayaran Pens il amp o e e i isvesssiiosessssnnannrbiasssasesansasas ey

kami potong uang pembayaran pensiunnya setiap bulan sebesar Rp. ...............  N——
.................................................................... g BT B ot )

ma.......... (— o EEE ) kali angsuran bulanan, dan akan kami bayarkan langsung
ada Saudara sebagai angsuran pinjamannya.

Demikian agar Saudara maklum.

|
ﬁir’.ﬂ' sesuai kelompaok pensiun meliputi AD, AL. AU, Kepolisian, Sipil dsh
No. Pembayaran pensiun : Diisi bagi Pensiunan ex Asabri

No. Karip : Diisi bagi Pensiunan ex Taspen 5
I .
Diisi dengan nama instonsi dan jnbatan pejabat yang melaksanakan pemotongan uang pembavaran pensiun,
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Barang-barang yang Buku Kepemilikan / Harga Taksiran (Rp) Tempat /
diserahkan Pembelian barang ( jenis (Nilai Likuidasi) penyimpanan barang-
din nomor ) barang
Jumlah : Rp.

B L T T

Selanjutnya kami mencrangkan bahwa pada saat ini juga kami telah menerima kembali barang-barang tersehut dari
BANK, untuk kumi simpan/pergunakan dengan sebatk-baiknya untuk dan atas nama BANK, serta dengan ini kami
berjanpi dan sangzgup memehihara/merawat barang-barang tersebut dengan baik dan dengan segala resiko dan menjadi
tanggung jawab kami,

Denukian harap maklum agar dipergunakan seperlunya.

Hormat kami,
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NK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Model 70 a KUPEDES
3 - (Untuk Pinjaman sampai dengan Rp. 10.000.000,-)

Laporan Penilaian Sehubungan Dengan Permohonan
Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Serta
Hasil Pemeriksaan Di Lapangan

P : Nama Pemohon

Alamat :

Status Nasabah - Baru/Lama
RMASI DASAR

Berapa besarnya pinjaman yang diminta

Berapa lama jangka waktu pinjaman,
tenggang waktu dan cara pembayaran
angsuran kreditnya yang di minta

>butkan pekerjaan / bidang usaha ymp.
Usaha pokok dan alamat usaha a.
Usaha sampingan b.

'Hiwayaxpiniamansenaangsuranyang a.| Norek Pokok Pinj. | Jk Waktu | Tgl Real | Tgl Lunas| Keterangan
lalu ( tulis 3 periode pinjaman terakhir ).

Total Eksposur Kupedes : Fasilitas Jenis Plafond Sisa Total
' Kupedes Kupedes Pinjaman *) | Eksposur
| Lama
‘ Baru
Total Eksposur Kipedes Yg Akan Diputus

‘ *) sisa pinjaman pada saat mengajukan Kupedes baru

Sebutkan rekening tabungan di BRI c.

dan saldo tabungan yang terakhir

Besamya pinjaman istri atau suami d.
- yang sedang berjalan saat ini di BRI

/Bank lain

Lﬂtan keadaan usaha ymp. saat ini

Alat-alat produksi yang dimiliki dan a.
| kondisi teknisnya

Omzet penjualan produksi / barang b.
dagangan perbulan.

Biaya-biaya yang diperlukan perbulan
Pendapatan bersih perbulan
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Surat-surat yang harus dilampirkan
erkaitan dengan usaha ymp.

nformasi tentang karakter ymp.

~

AIAN MANTRI Penerimaan :
- Omzet penjualan B sesseimnvassasssinasieive
ung proyeksi pendapatan setelah
nerima kredit per bulan Pengeluaran
- Harga pokok pembelian Rp......ccccoceeeeeee.
- Upah Tenaga Kerja Rp..
- Listrik Telp, Air o P I
- Pajak / Retribusi B e iermesnis
- Bi. Rumah Tangga B0 isenensinsnmsssnniss
= Rseases e BPamaanas
- Lain-lain
Jumlah Pengeluaran Rp ... (-)
Pendapatan bersih Rp ...
Pendapatan sampingan Rp ... (+)
Total Pendapatan Rp ... a)
- Repayment Capacity : 75 % x a ) Rp ...
rdasarkan perhitungan repayment
bacity ymp., maka kredit dapat
inasi dalam jangka waktu berapa
an
Sebutkan daerah pemasaran bagi hasil | a.
produksi./ barang / jasa yang dihasilkan £
ymp.
gaimanakah kemungkinan perluasan | b.
masaran hasil produksi/barang/jasa
| rsebut
Fagaimanakah cara / sistem pemasaran | c.
erhadap produksi/ barang / jasa tersebut
ebutkan daerah tempat pembelian | a.
han baku barang dagangan ymp.
kah terjamin kontiunitas penyedia- | b.
nnya
is dan Nilai Agunan Jenis Agunan NILAI LIKUIDASI
..................................... Rp .
Jumlah ....ceeeciicrennnn. (@) Rp.
..................................... Rp .
; Rp .
Jumlah ... () BP et

Jumiah seluruh Agunan (a+b) R
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DAN KEPUTUSAN

PUTUSAN :
ninjam :

)erluan pinjaman :
tor Usaha :

ngsur secara : Bulanan / Musiman / GP
satu kali lunas *)

[ |- S, % per bulan flate rate **)
arnya angsuran :
ok Rp
ga Rp
lah Rp

-gyarat kainnya :

Pemrakarsa

:'na Jabatan Tanda Tangan
'l...

PUTUSAN :

1.

by

Tanggal,

Nama

Jabatan

UsulFiat Rp...ccceeccivnriiicrinesinnns

. Peminjam :

2
3. Keperluan pinjaman :
4.
5
6

Sektor Usaha :

. Jangka waktu : ......................... bulan
. Diangsur secara : Bulanan / Musiman / GP

satu kali lunas *)
Bunga:.......... % per bulan flate rate **)
Besarnya angsuran :

Pokok Rp

Bunga Rp
Jumiah Rp

Sektor Ekonomi :

Coret yang tidak periu

wmmmmmm:mmmnmmwmasxpmmmmw:m

‘Mwnmmmmmm
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ampiran 5

(Uniuk pinjaman o1 aus iKp. J.Unumn

Laporan Penilaian Sehubungan Dengan Permohonan
Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Serta

a8

Hasil Pemeriksaan DI Lapangan
- Nama Pemohon
- Alamat -
- Status nasabah : Baruw/lama
SAR
sarnya pinjaman yang di- a.
jangka waktu pinjaman b.
fi, serta jangka wakiu se-
n kreditnya,
) tenggang waklu / grace c.
diminta ( bilaman ada )
aan / bidang usaha ymp.
t a.
ngan b.
asilitas kredit dari BRI a.
Ketiga yang pernah dan
cmati ymp saat ini.
iwayat pembayaran kredit- b.
rakhir ( guna menentukan
tingkat peminjam ).
p pernah mempunyai ta- c.
RI
disebutkan jumlah tabung-
hir/ yang sedang berjalan.
p selalu memenuhi ke- d.
ajiban yang diharuskan
ntah
bentuk usaha beserta a.
akte pendirian perusahaan
ana ada)
sunan dan nama pengurus b.
p. (bilamana ada) '




1 lampirkan surat-surat kete-
ng watak dan usaha ymp.
ifwajib (lurah). Bilamana ada
tula surat-surat izin usaha
Lama. tanggal instansi yang
n dan masa berlakunya )

\GEMENT
pendidikan dan pengalaman

dalam perusahaan ymp. telah
catatan / administrasi pem-

sebutkan keadaan / ketertiban
rsebut,

anakah keadaan/perkembangan
np. selama ini

anakah pandangan pemeriksa
ampuan usaha ymp.

IS/ PRODUKSI

ralatan produksi yang ada
erta kondisi / keadaannya,

n jenis barang produksi yang
an

n Kapasitas produksi per bulan

an Kapasitas produksi yang
rencanakan,

.ah harga jual per satuan barang
roduksi)

—

n jenis barang / jasa yang di-
n.

an omzel penjualannya saat

in omscl penjualan yang akan
nakan.

usaha perdagangan dan jasa ).




emeriksaan dengan adanya
ambahan kredit tersebut
bungkan dengan peluang
ang ada (market share) :

senkah proyeksi kenaikan
ssaha ymp. (untuk usaha

senkah proyeksi kenaikan
jualan ymp. (untuk usaha
n dan jasa).

yroyek perkiraan kenaikan

Penerimaan :

dal kerja maka hitunglah :
ri yang diperlukan untuk
persediaan barang dagangan.
ri yang diperlukan untuk
piutang.

sarnya modal kerja yang
secara terus menerus.

lal kerja yang dimiliki ymp.

bahan modal kerja permanen
diberikan kepada ymp.

nya dapat sdr. ikuti contoh
pada lampiran 111).

et perdagangan tersebut atas - Hasil penjual-
sksi R/L usaha ymp. an usaha pokok  Rp. .o
- Hasil pendapat-
an sampingan
(bila ada) RP: it
Juml RP. i (1)
Pengeluaran :
- Hasil pembe B i5n 8 i
lian bahan ba-
ku/pembantu/
barung daga-
ngan
- Upah tenaga
kerja - 3 S
- Biaya lain-lain B S
- Bunga yang
belum dibuyar Rp. osbrecsssnenioves
- Pajok WPl
- Biaya-biaya
pribadi RO e e
RP. vissraiciivssenisiisinnsisianess
R st msnresass (11
Pendapatan bersih (I-1I) D ccoonctnnsirisusssenroscass (1
Repayment capacity/bulan R iciiniiisniisussiosniss
(75 % x 111)
lohonan kredit yang di ajukan




pacity ymp.maka Kredil

si dalam jangka waktu be-

i SKCV/CCV THLS

ag apakah yang akan 7, ——
np. sebagai jaminannya : | —
pokok berupa proyek/ba- Rp

angan yang dibiayai de- Lo
it

ambahan harus ada == P

Fiducia THLS
Jumlah Rp. ...covevnees
Jumlah seluruh
barang jaminan Rp. ..
UUSAN
KEPUTUSAN
- 1. Fiat : RE.
2. Peminjam :

injaman : 3. Keperluan pinjaman :

it 4. Bentuk kredit :

u bulan 5. Jangka waktu :

ara ;- mingguan 6. Diangsur secara : - mingguan

- 2 mingguan - 2 mingguan
- bulanan - bulanan

/1,5%)* per bulan 7. Bunga : (1%/1,5%)* per bulan

rate** flat rate **

at lain : 8. Syarat-syarat lain :
|

Pemeriksa Pincaﬂ(; Udu »
) Cinsuiramimnmisiisiirsiiabet i )

oret yang tidak perlu. g

i samping itu ditambah simpanan wajib tidak berbunga yang sekaligus merupakan _ !
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PENGGUNAAN PINJAMAN
Pasal 1

nan yang diterima oleh YANG BERHUTANG dari BANK dipergunakan untuk keperluan ...........cccccocuuee

PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN DAN IPTW
Pasal 2

okok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG kepada BANK
enurut angsuran yang sama besarnya atau sesuai tabel angsuran pokok dan bunga yang berlaku untuk

upedes, dalam ......... kali angsuran ( ......cccereensssesnensessesnsns ) berturut - turut tiap kali angsuran sebesar
R —— [ . Rupiah)
mulai sejak tanggal ........c.cccurnnne tiap2 ... *)dan/ atau
lambat-lambatnya pada tanggal ... akan tetapi

dak melewati akhir bulan angsuran. ***)

alam angsuran pinjaman tersebut terkandung unsur Cadangan Insentip Pembayaran Tepat Waktu

“IPTW), yang tidak berbunga dan yang sekaligus merupakan cadangan penalty apabila terjadi tunggakan,
Japun besarnya cadangan tersebut adalah sebesar 25 % dari angsuran bunga yang dibayar oleh YANG
ERHUTANG.

pabila pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman tersebut dilaksanakan tepat pada waktu yang
perjanjikan atau apabila dilaksanakan pembayaran sebelum waktunya yang meliputi satu atau beberapa

sentip Pembayaran Tepat Waktu (CIPTW) sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kredit Umum P
(UPEDES) bagi YANG BERHUTANG. Bilamana pembayaran dilaksanakan tidak Tepat Wal
perjanjikan, baik untuksammubchempaangsumpokokdmbunganya,mknyangherh
rrhak atas Insentip, dan Cadangan Insentip Pembayaran Tepat Waktu ( CIPTW ) dipe: gakn
malty, \

utnya pembayaran Insentip kepada yang berhak dilakukan oleh Bank dengan cara pemindah bukuan dan 5 e
ng Cadangan Insentip Pembayaran Tepat waktu (CIPTW) ke rekening simpanan ybs.

JAMINAN
Pasal 3

nenjamin supaya hutang pengambil kredit kepada Bank dibayar dengan semestinya, baik hutang yang
ulkan karena pengakuan ini atau karena alasan - alasan lain, ataupun yang mungkin timbul pada suatu
termasuk bunga, denda ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya, maka **).

ngan akta tertanggal NO sisiniisianivois yang dibuat di hadapan

PP e s ars telah dipasang
MHT / APHT yang terscbul dalam akta dimaksud untuk keperluan Bank.

ulanan, 3 bulanan,4 bulanan dst.

oret jenis tanggungan yang tidak dipergunakan

pabila batas tolerasi angsuran tidak melampaui akhir bulan maka kalima “ akan tetapi tidak melewati
thir bulan angsuran *“ dimatikan,



i bagian yang tidak dapat dipisahkan (intergrerendeel) dari pengakuan hutang ini dan pengakuan ini
kan terjadi jika bagian ini tidak diadakan, maka yang berhutang dengan ini menyerahkan jaminan
dapat dibebani hak tanggungan guna kepentingan BRI berupa tanah sawah/darat beserta bangunan,
in, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut
ng merupakan miliki pemegang hak atas tanah dengan keterangan sebagai berikut :

'SHGB / SHGU / Petok D / Girik / letter C/ ....cccovueees NO. covcrieiciiisissnncens
IBEIE § iR

k :
/Kelurahan g
ymatan )

ipaten/Kodya :

insi :

n batas-batas

1 akta tertanggal .. l .. yang dibuat dibawah tangan telah diikat secara fiduciaire
oms overdracht bamng—barmg yang lcrscbut dalam ak1a itu untuk keperluan Bank,

n ini YANG BERHUTANG menggadaikan dan mengalihkan kepada BANK, penggadaian dan
ihan mana telah diterima oleh BANK segala barang-barang bergerak dan / atau surat berharga *)
imana yang diterangkan lebih lanjut dalam suratnya kepada Bank (Model PJ-04/UD) tertanggal

' BERHUTANG telah memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali sesuai Surat Kuasa
gal ( Model PJ-06a/UD) kepada Bank untuk mengalihkan / mengover

hak kepada orang lain atas ijin pemakaian tempat berjualan (Kios/Toko/Los*) yang tersebut
ta itu untuk keperluan Bank.

ini YANG BERHUTANG menggadaikan dan mengalihkan kepada BANK, penggadaian dan
han mana telah diterima oleh BANK segala hak dari YANG BERHUTANG sebagai diterangkan
urat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang pertama nomor

................... % tanggal ......cccovniiinisinininnennnnesee. dan Surat Penetapan Pengkat
T OOIION ciiircsnisiiine  wssiansth se IAPORINE i i aatng.  svir
ni menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari persetujuan ini dan persetujuan ini tidak akan

engan tiada bagian itu.

penggadaian ini, BANK berhak untuk menerima uang gaji YANG BERHUTANG dari Kas negara/
yar/Bendaharawan *) yang bersangkutan guna diperhitungkan dengan hutang YANG
ANG kepada BANK dengan hak 'pula untuk mencegah pihak lain termasuk YANG
ANG sendiri untuk menerima pembayaran uang tadi.

eperluan itu, disamping penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang pertama, Surat
Pangkat Terakhir tersebut diatas, YANG BERHUTANG : ...
urat Bendaharawan/ Jurubayar *) nomor .......mmmmnsinsnes memberikan kepada BANK,
ian mana telah diterima oleh BANK, suatu Suat Kuasa Memotong Gaji (Model PJ-05/UD) yang
terus menerus untuk menerima uang gaji yang menjadi YANG BERHUTANG langsung dari kas
Jurubayar / Bendaharawan *) sejak bulan .. . dan selanjutnya tiap-tiap bulan
pinjamannya kepada BANK lunas.

88




o
L

Dengan ini YANG BERHUTANG menggadaikan dan mengalihkan kepada BANK, penggadaian dan
pengalihan mana telah diterima oleh BANK segala hak dari YANG BERHUTANG sebagai diterangakan dalam
Surat keputusan Pensiun nomor ....... tanggal
..................................... ..... Penggadaian ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari persetujuan ini
(‘intergrerendeel) dan persetujuan ini tidak akan terjadi bila penggadaian ini tidak diadakan. Karena
penggadaian ini, maka

YANG BERHUTANG S 1 (e T T R T T

No. Pensiun 50 ”
No. Buku Pembayaran Pensiun/ Karip © ....coccvvvinnsmsnsssssssssensnssinsnns

memberi Kuasa kepada Kas Negara/kantor Pos & Giro gqq PT. BANK RAKYATINDONESIA
( PERSERO ) Unit. ..... (Model PJ- 05a/UD) untuk melakukan pemotongan atas
pembayaran uang pensiun sejak bulan dan selanjutnya tiap-tiap bulan hingga
pinjamannya pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) lunas.

ASURANSI JIWA PEMINJAM
Pasal 4

Untuk kepentingan BANK, BANK dapat mempertanggungkan atau mengasuransikan jiwa YANG
BERHUTANG kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh BANK atas beban YANG
‘ BERHUTANG / BANK *) dengan syarat-syarat asuransi yang berlaku.

, KEWAJIBAN LAIN DARI YANG BERHUTANG
‘ ) Pasal §

' YANG BERHUTANG berkewajiban untuk menyerahkan kepada BANK asli surat-surat bukti kepemilikan
agunan untuk disimpan oleh BANK sampai dengan pinjaman lunas.

f PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
‘ pasal 6

BANK berhak baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk BANK dan YANG
BERHUTANG wajib mematuhinya untuk setiap waktu meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang
diperlukan BANK kepada YANG BERHUTANG dan / atau perusahaannya.

PERNYATAAN
Pasal 7

'ANG BERHUTANG dengan tegas menyatakan :

bersedia memberikan setiap keterangan-keterangan dengan sebenar-benarnya yang diperlukan oleh
BANK atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian
akan ditetapkan oleh BANK terutama mengenai kebijaksanaan pemberian pinjaman.

Bahwa pinjaman yang diterima dari bank tersebut akan dipergunakan untuk keperluan-keperluan sebagaimana
yang diuraikan dalam pasal 1 dan setiap waktu BANK bethak memeriksa penggunaan pinjaman dimaksud.

Bilamana pinjaman ternyata digunakan untuk keperluan lain, maka BANK berhak dengan seketika
menagih pinjamannya dan YANG BERHUTANG diwajibkan tanpa menunda-nunda lagi membayar seluruh
pinjamannya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul
dengan seketika dan sekaligus lunas.

I] Coret yang tidak perlu
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4. Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka BANK berhak untuk
menjual seluruh jaminan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan mapun dimuka
umum, untuk dan atas nama permintaan BANK dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan YANG
BERHUTANG dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan
rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Surat Pengakuan Hutang ini.

5. Apabila pernyataan ayat 4 tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas biaya YANG
BERHUTANG sendiri, pihak BANK dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

BIAYA - BIAYA LAINNYA
Pasal 8

Bea meterai, biaya‘pcrccukan. biaya Notaris, biaya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan biaya lainnya
yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman ini, merupakan beban dan harus dibayar oleh YANG
BERHUTANG.

DOMISILI
Pasal 9

Tentang Surat Pengakuan Hutang ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya YANG BERHUTANG
memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri
.................................................................... dan/atau BUPLN di .. weanneenneee dENgan tidak
mengurangi hak dan wewenangnya BANK untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan
hukum terhadap YANG BERHUTANG berdasarkan Surat Pengakuan Hutang ini melalui atau dihadapan
Pengadilan-Pengadilan lainnya dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia.

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
-Pasal 10

undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga, dan kuasa-kuasa tersebut meru
yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian pinjaman ini yang unpa adanya kuasa - kuasa tersebut
Pengakuan Hutang ini tidak akan dibuat.

2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam pengakuan hutang ini yang oleh BANK diatur dalam surat
menyurat dan kertas-kertas lai merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Pengakuan
Hutang ini.

3. Terhadap pengakuan hutang ini segala akibatnya berlaku pula “SYARAT - SYARAT UMUM

PERJANIJIAN PINJAMAN DAN KREDIT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) yang telah

- disetujui oleh YANG BERHUTANG dan mengikat YANG BERHUTANG serta merupakan satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan dari' pengakuan hutang ini

4. Surat Pengakuan Hutang ini mulai berlaku sejak ditandatangani.

YANG BERHUTANG *)

Meterai
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‘Dalam hal Pengakuan Hutang ini dicap jempol oleh yang berhutang, wajib dilegalisir/diwaarmerk oleh pejubat y ang berwenang.
Jika dapat menulis salah seorang yang berhutang harus menulis sendiri di atas tandatangannya :* Baik untuk sejumlah
Rp. i (dengan hursf L) ditambah dengan bunga dan ongkos - ongkos

') Diisi saat dilegalisir atau diwaarmerking oleh pejabat sang berwenang.




an 7

SYARAT - SYARAT UMUM PERJANJIAN
PINJAMAN DAN KREDIT
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

L KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Am Syaral-syaral i yang dmaksud dengan |
Bank adalah PT. Bank Rakyat indonesia (Persero).
Pong-mnmmnmmvmqm“m
adalah yang berhutang k
m-dlml-hung Mmg‘ kepada Bank k
sebad apapun, baik berupa bunga, bunga b denda, p
mnmmmmmuummmmm
pokoh.
Pijaman adalah putang Bank dengan nama atau macam apapun bak
putang persenol, putang p imning koran.

Pasal 2
suatu pj

Apabeda pembay dalam akta ybs. tidak ditentukan
jangka wakt ., maka p Hu dianggap beraku untuk jangka
ummmummmmmmm
sehingga hutang itu dapat 9 y 9 gera dan
Sokolina sea sekabigus lunas

Apabla tdak ditentukan bunga, bunga tambahan, denda bunga, provisi,
commitment fee, transit interest atau biaya-biaya lain yang harus
diparhitungkan oleh Bank, maka yang bertaku lalah tadl umum tentang
bunga, bunga tambahan, denda bunga, provisi, commitment fee,
transil inleres! dan biaya-biaya yang bmuud-m

Aekening Komn tidak u-boyar uhlglmm yang telah ditentukan,

maka setiap | h yang yar dikenak mw
yang dihitung dari bulan ke butan, dan b ya prosantase
sostumnpomn)unmwmm

(7). Setap ang akan diperg /oip

mmmw:m“.m
bunga, bunga, baru diperhitungkan pada pokok pinjaman,

(8). MMMMMMMMMMM
saal pembuk. kredit g koran, p | dapat dipungut oleh
hmwmmmmmum
dalam rekening koran yang bersanghkutan.

{9). Provsi, commitment lee lersebul lidak dapat diminia kembali oleh
mmmmmmnmmm

Debitur atau P jian secara sepihak dibatalkan atau
clinonulun penggunaannya lebih lanjut oleh Bank sedbagaimana
dalam i luan tersebut duatas.

Pasal 6
Semua biaya dan bea yang harus dibayar sehubungan o e
pinjaman, jaminan, termasuk pula blaya porti, materai, m telex,
hwmmnhgnm balik nama, saksi, notaris, menaksir
harga. dan ehat, selain dan yang harus dicerjakan
oloh pegawal Bank, rban
mmmmmmnmmmm

|memmmma wembali

mmMMTmmmwm

tersebut pihak Bank cukup b y dan
ikat P bil Kredit.

L pajak dan tambahan pokok pajak atau bea lain yang pada
sualu wakty harus dikenakan pada jumiah pokok dan bunga, blaya eksoekusi,
belekonng Melskianakan sesuslu yang la  dengan diwiung puls bisya
jurusita, baik biaya menurut prosentase maupun yang lain, serta pada
¥ mmmmmwwmmﬂm

mmmmmmw dangk
Debitur belum meiunasi seluruh hutangnya kepada Bank, mn
ketentuan tentang suku bunga. bunga tambahan, dan denda bunga
yang telah dperjanjikan totap beriak

Pasal 3

Pembayaran pinjaman-pingaman hanya dapal ditenma pada han keda
pada jam buka kas yang ditentukan oleh Kantor Cabang Bank,
drempal pembay UBNg PNl atau ditempat psnjaman
dilimpanian

poembayaran sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas
dapal dlakukan selama jam buka kas pada semua Kanlor Cabang atau
ri uang pembay dengan cara apapun juga ke
WMM .

Pasal 4

Sekalipun syacat tentang pembayaran hutang telah diperjanjikan,
namun Yang Berhutang setiap wakty berhak membayar hutangnya
xepada Bank, bﬂkwwhmmlmuh.ﬁm dan berhak juga

menghentikan pinjaman o [+ lebih dahul
Bank tetap akan i o—'n, bay atas krecit yang telah
atuh tempo, walaup b tersebut banyab dibawah

mmnﬁawmntMMnawmm. n dalam
derjanjian,

Dalam hal demikian tidak berarti hal lersebut dialas dapat ditafsirkan
»ahwa Bank menyetujui secara diam-diam menenma baik hal lersgbut.
nestinya. g

Pasal §

Junga pinjaman persekotl harus dibayar pada sasl sebagian dari
umiah pinjaman pokok sudah dapat ditagih dengan mengingat
jetentuan, bahwa bunga harus dibayar sekurang-kurangnya sekali

e s s G K oo

npenurut aturan annuitel, maka bunga ytng harus dikenakan pada
snjaman dihitung menurst hutang alau sisa hutangnya yaitu darl bulan

0 bulan, dimulal pada bulan pertama setelah bulan pembay
inj dangkan bulan pol tung satu bulan penun.
hiar ' : gan bunganya tidak dibayar

henurut aturan annuitel, maka bunga yang harus dikenakan pada
injaman dihitung menurul pinjaman pokok semula (flate) yaitu dari bulan
o bulan, dlﬂ\l.llll pada bulan pertama setelah bulan pembayaran

9 bulan pel mhmmummm
i kot bersama dengan bunganya dibayar
ummmam maka satiap jumiah yang tertambal dibayar
bunga bahan yang dihitung dari bulan ka bulan dan

a prosentase sama dengan suku bunga pinjaman persekol
apabila satu atau beberapa .lngsmrl dibayar lebih

yang dikenakan pada kredit dengan Rekening Koran, dihitung
hari ke han, bunga tidak pada jumlah dibawah Rp. 0,50,
jumiah Rp. 0,50 keatas dibulatkan menjadi satu rupiah.

na pokok dan atau bunga pinjaman baik Persekol maupun

susiu epapun, ssal saja ditimbulkan dan ping dan la akibatnya
Mmmdnnmpoﬂnnunmmmmm
semuanya menjadi beban Yang Berhutang.

Pasal 7

Apabila pajak-pajak dan biaya-tiaya seperi lersobul dalam pasal 6, 14, 20
ayat 3, 32, 36, 45 dan 49 tidak dibayar oleh Yang Berhutang, maka Bank
MMM]WWMMmm
dik uniuk o gannya atas barang dimaksud dan
dlllmhlllnim‘**_.hm gembalian kepada Bank dengan
segera dan seketika seluruh jumiah yang lelah dibayar lerebih dahulu cleh
Bank.

Pasal 8
Seluruh jumiah pokok atau bunga, denda, provisi, biaya-blaya, baik berupa
bea maupun bukan yang harus dibayar oleh Yang Berhutang, semuanya ity
bagi Bank dan bagi yang memperoleh hak dari padanyaadalah suatu hutang
yang tidak dapa! dibagi, sehingga setiap ahli wars Yang Berhutang dapat
dituntut untuk membayar seluruh hutang, dengan memperhatikan apabila
dalam hal ini dapal bertaku ketentuan KUH Perdata.

Pasal §
(1). Bank berhak untuk menentukan berapa jumian hutang Debitur kepada
MMMMlﬂmMMMw
9 kredit, kening yang berk bunga,
mmmw blaya pembayara p-]n, biaya
pemelin i yang lelah dibayar teriebih
mmmmmmmmmmm
mmmmmmm
2 7 ¢ suaty ju kredit yang harus
Mwmmmmmmmm
Yba. adalah sebagai salinanflembusan yang sah dari aslinya dan harus
dianggap sebagai bukti yang tidak dapat diganggu gugat kecuall dalam
hal hekeiiruan yang nyata dalam perhitungan.

Pasal 10
Surat Resi yang diberikan oleh Kantor Pos dan resi-resi ekspedisi lainnya
mmmmmmmnm beraku sebagai

tanda buktl bahwa segala p huan yang dikeluarkan oleh Bank sudah
Wum-muummlmﬂ-

Pasal 11
Dengan tidak dang ketentuan lentang ang dan khirmy
pinjaman yang diperjanjikan, Bank berhak gh dan stau gin

seluruh hutang dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan
untuk diakhin dan diberikan paringatan dalam hal-hal .
(1). Apabila Yang Berhutang/Debitur :
A meninggal dunia,
b, meninggalian Indonesia atau pergi kelempal yang tidak diketahul
mmmmmmm
¢. berupa badan usaha (p . Yayasan) dalam
hal bil keput unluk bubaran, menyewak
mmmmmumumwuanw
saham-saham yang lelah ada. mengadakan perubahan status




p h 9 komposisi perimbangan
moﬁal. penyertaan plﬁl per haan lain serta
M Anggaran Dln:

L ¥ v

mmu dan Dman l(ornlurls uhlnun menurut Bmi: risiko
menjadi bertambah besar atau jaminan semakin berkurang.

a.  dinyatakan pailit,

b. dimintakan paifit,

c. inta pengunduran pembayaran (s van betalling),

d.  menolak penerimaan warisan,

e. karena sesuatu hal tidak boleh guasai atau mengurus harta
bendanya, baik menurut kep Hakim maupun menurut

{.  ditangkap, ditahan atau dijatuhi hukuman penjara.

(3). Apabila Yang Bertwtang/Debitur :

a.  atas haria bendanya dikenakan sifa eksekutorial atau
konservatoir oleh pihak ketiga,

b.  dimasukian penjara oleh pihak ketiga (gizeling).

(4). Apabila :
. jaminan untuk hutang diberikan oleh pihak ketiga, sedangkan
keadaan tersebut dalam butir 1,2, dan 3 terjadi atas pihak ketiga itu.

(5). Apabila g-barang yang dijaminkan kepada Bank :
a  musnah,
b.  dimintakan pencabutan,
c L peng o dirikan rumah,
d.  berupa HGB, HGU, atau hak kebendaan lain, jika pemilik tanah

telah memutuskan hendak mencabut hak-hak tersebut,
e. berupa HGB, HGU, mmmmﬂunﬂw

telah membaerilah P hlpolll( hendak
mencabut hak-hak tersebut atau b perjanjian
pemberian hak semacam itu,

.  secara fiducia (leo) dikhawatirkan oleh Bank akan dijual secara
lidak sah atau akan dipindahkan ketempat lain,

@ Oieh karena Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang,
sebagian atay seluruh tanah atau bang yang dijamink
dalam akla perjanjian dikuasai dan dipergunakan oleh
Pemerintah untuk kepenlingan umum lermasuk namun lidak
terbatas gada penggusuran, pelebaran jalan.

Apabia harta benda dimaksud ditimpa kerugian kebakaran.

Apabiia Yang Bertutang/Debitur :

8. memberikan keterangan yang tidak benar kepada Bank tentang
keadaan harta benda, penghasilan, perusahaan atau barang
jaminannya, atau segala sesuatu yang menjadi milik penanggung,

b.  menggunakan pinjaman yang diterima darl Bank untuk maksud
yang lain dari yang lelah diterangkan pada wakiu membuat

penaniian /pengakuan hutang.

(8). Apabila Yang Berhutang/Debitur -

a lalal membayar satu kali angsuran amiumhhpotallnu
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pembayaran bunga dan biaya-biaya,
b lalal bayar atau gembalikan pembay 1 but
dalam pasal 7.
(9). Apabila ada perbuatan yang bertenlangan dengan syarat-syara!

perjanjian seperti tersebut dalam pasal 18,

(10). Apabila Pengambil kredit berhutang kepada pihak lain, baik sebelum
dan sesudah meminjam uang kepada Bank dan hutang kepada
pihak lain tersebut tidak dilaporkan kepada Bank.

(11). Apabila menurut Bank :

a. Yang Berhutang mukulun perbuatan yang bertentangan
dengan syarat-syarat perjanjian kredit, P juan pinjam uang.
pengakuan hulang atau syaral-syaral perjanjian ini,

b.  Yang Berhutang menghalangi Bank untuk melakukan hak yang

jatuh ketangannya,

c.  timbul keadaan yang dilarang daiam pedanjian kredil, persetujuan
pinjam uang, pengakuan hutang atau syaral-syara perjanjian ini

(12). Apabila menurul Bank barang-barang yang dijaminkan tidak cukup
lagi dan tidak ditambah, baik h, hilang, atau harganya

ot k sebab apapun juga.

(13). Apabila penanggung (Borg/Guarrantor) jatuh kedalam keadaan
tersabut dalam butir 1,2 atau 3 dan tidak diganti dengan penanggung
Wumﬂmmmmmmm

(14). Apabila menurut Bank k gan Debitur, bonafiditasnya
dan solvabllitasnya mundur sedemikian rupa atau karena sabab-
sebab lain sehingga kredit diperkirakan tidak dapat dibayar kembali

A yang tiny

Pasal 12

Setelah sualu ll.ndn nunlnq koran dihentikan, Bank berhak menclak
uang (disp )} walaupun jangka waktu persetujuan

b.lurllm.

Pasal 13

M mmmlmmmml
akta hipotik atau credietverband,
I:L obligasi notari,
€. sural hutang yang kekuatannya sama dengan akia-akia tersebu?,
atau supaya dapat menjual :
8 menurut sural kuasa yang tidak dapal dicaout kemball, atau
b.  dalam hal-hal lain dimana Bank berhak dan bermaksud untuk
menjual barang-barang yang diikal atau diserahkan kepada
Bank sebagai jaminan tanpa menunggu pulusan Pengadilan
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lagi, untuk menulup hutangnya,
maka Bank berhak menantukan jumiah uang yang harus dibayar oleh
Yang Berhutang kepada Bank untuk mengangsur jumiah pokok,
bunga, bunga tambahan, denda, provisi, commitment Iu. lmnsll’
interest, biaya-biaya, baik berupa bea maupun bukan gk
Yang Berhutang tidak berhak menclak penetapan Bank itu.

{2). Yang Berhutang atau p i jaminan berhak meminta kembali
jumiah tersebut apabila dapat membuktikan bahwa terdapat kelebih
pembayaran atau karena hut terlalu banyak dihitung,
sedangkan Bank tidak terikal untuk membayar u.mgun

Pasal 14

(1). Yang Berhutang harus membayar segala kewajibannya dan pajak-
pajak yang sek g atau k akan ditimbulkan cleh hara
benda yang telah diserahkan kepada Bank secara fiducia (fec) alau
yang dijaminkan kepada Bank untuk hutangnya, dan kwi
kwitansinya harus diperiihatkan kepada Bank, serta Bank berhak pula
seliap waklu mengeceknya pada yang berwenang apa benar
kewajiban-kewajiban itu dipenuhi,

(2). Yang Berhutang harus memelihara sebagaimana mestinya dan harus
mamperbaiki semua l\lm m yano dijaminkan kepada Bank untuk

hutangnya atau yang d h padanya secara Fiduciare
Eigendoms Overdracht (fiducialeo).

(3). Bank berhak setlap waklu memeriksa semua harta benda yang
dyaminkan kepadanya atau yang diserahkan kepadanya secara Fiduci
Eigendoms Overdrach! (fiduciafec).

(4). Apabila menunst Bank Yang Berhutang bdak memenuhi kewajbannya
tersebut dalam ayal 2, maka Bank berhak (letapi bidak harus) menyuruh
memelihara perbaiki yang dipandang periu atas beban Yang
Berhutang dan dalam hal ini Yang Berh g harus bay
kembali dengan segera dan seketika kepada Bank seluruh jumlah
yang teiah dikeluarkan teriebih dahulu oleh Bank

Pasal 15
(1). Yang Berh g wajib pertanggungkan atau G
atas beban diri dengan Banker's cl untuk dan atas nama
Bank kepada P\ h A mmwumamm

) G yang diperg sebaga |
mmnmmwmmmmmm
hari dengan Jangka waktu serta dalam jumiah pertanggungan yang
ditetapkan oleh Bank dan sewakiu-wakiu dapat diperpanjang oleh
Mmmmnmpﬂh&nw

). mwnnummm maka Yang
Berhutang wajib gubah B s Clause dalam polis menjadi
untuk dan atas nama Bank.

(3). Apabila Ylng Blrhuimn lalai untuk mengasuransikan atau

i atas b g jaminan, maka Bank berhak
duﬂmnmdboﬁhunmmmhfmqmmumm

gurus dan lakukan perlanggungan tersebut, dan untuk
keperluan mana Bank berhak datangani segala 1y yang
dianggap periu, sedangkan segala ongkos dan pembay premi
m I part terseb h tanggungan.

ggungan menjadi
mmmwmvmmmmmmum
belum mengasuransikan dan atau perpanjang berdasar
kuasa dimaksud, maka hal ini tidak batalkan/menghapusk
keawajiban Yang Berhutang untuk mengasuransikan dan atau
memperpanjang asuransi barang jaminan dimaksud.

Pasal 16

{1). Untuk kepentingan Bank, Bank dapa! memperianggungkan atau
kredit ini pada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk
mwmmmwmimmymm

(2). P i kredit tersebut di atas dengan dalih apapun tidak
dapat dijadikan alasan oleh Yang Berhutang untuk membebaskan dir
dari kewajibannya untuk melunasi seluruh m kepada Bank.

(3). Selama pinjaman Pengambil Kredit belum lunas, maka dengan ini
Pengambil Kredit memberikan ijin kepada Perusahaan Asuransi
untuk memperoleh dan atau memeriksa data atau tolerlngln
keterangan yang diperlukan tentang diri ataupun kead
Pengambil Kuult baik yang ada pada Bank maupun langsung padl
Pengambil Kredit

(4). Surat P.q.nﬂm p ggungan/p
pada Bank.

i kredit harus disimpan

Pasal 17

Surat-sural ukur tanah, surat bukti Hak Milik, bukti Hak Guna Bangunan,
Hak Guna Usaha atau hak-hak lain, yang dijaminkan pada Bank, surat-surat
ammnmmmtmamuwmmmm

ga yang di ikan kepada Bank, harus disimpan pada Bank sampai
mmwwmmﬁmwmwmum.

Pasal 18

(1. s b yang didirikan diatas tanah-tanah yang dijaminkan
ItcpadaBanIt dan yang diikat dengan sesuatu ikatan jaminan tidak
boleh seluruhnya atau sebagian dari padanya diruntuhkan, diubah
penggunaannya, jika lidak mendapal izin tertulis darl Bank.

(2). Selain dilelang dengan perantaraan Pengadilan atau Badan Urusan
Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau apabila tidak mendapat izin
mumm semua barang yang dijaminkan kepada Bank tidak
boleh dil luruhnya atau sebagian, digadaikan, diikat dengan

suatu g ‘.r." di kan, dilkat o perjanjian bagi hasil, atau




disuruh pakal kepada orang lain, atau dengan jalan apapun dilkat
dengan suatu hutang.

). Apabila perjanjian ini sudah ada pada wakiu diadakan perikatan

dengan Bank, maka perjanjlan hanya boleh diteruskan dengan izin
tortulis dari Bank.
Jika dari jaminan tersebut diatas berupa tanah yang dapal ditanami
dengan tanaman yang dapat difat dengan lkatan panen (cogsverband),
maka atas tanah-tanah itu tidak boleh ditaruh cogeverband jika
tidak mendapat lzin tertulis darl Bank.

). Hak-hak atas barang yang dijaminkan pada Bank tidak boleh diubah
dengan persetujuan yang berhak atau dilepaskan jika tidak mendapat
izin terulis dari Bank.

). Sewa yang ditentukan untuk harta benda yang Gijaminkan kepada
Bank atau uang ganti kerugian alas penggunaan hana benda ity tidak
boleh diturunkan atau diterima sebagai persekol dan juga hak untuk

tidak boloh dilepaskan kepada ocang lain selain kepada
Bank, tidak boleh diserahkan atau digadaikan, kecuali mendapat
izin tertulis dari Bank.

Pasal 19

). WMMWVwﬂnman tagihan yang
da Bank, Banker's Clause untuk
kan untuk | agar

Uk dibayar g

fang Pengambil Kredit kepada
Bank karena apapun, sekarang atau pada suatu ketika.

). Apabidla hutang Pengambdl Kredit kepada bank telah dibayar lunas
seluruhiya dan Bank bdak mempunya g plutang apapun. dan bdak
ada lagi persetujuan kredit antara Pengambil Kredit dengan Bank,
maka Bank menyetuul pe-roya-an semua ikatan jaminan dinaksud.

Pasal 20
). Dalam rangka penga penga dan peny kredit,
Bank berwenang untuk :
1.1, Menyerahkan tugas p nan dan
mmmmmwymmm
diberl kuasa olen Bank.

1.2, Menempatkan petugas Bank di lempal perusahaan Pengambil
' Kredit untuk melakukan pengawasan.
1AM patkan gas-petugas Bank dan/atau orang-orang
|mnngmmmamnumgnumnmm
iyt serta dalam 9 h Pengambil Kredit.
4] MrMmmmmmM
Bank juga berhak sewakiu-waklu mengambil tindakan-tindakan lain
 dalam bentuk apapun juga selain yang ditentukan dalam ayat 1 pasal
ini.

). Kecuali bila ditentukan lain oleh Bank, segala biaya sehubungan
dengan dan untuk pelaksanaan hal-hal yang tersebut dalam ayat 1
dan 2 pasal i menjadi beban dan wajib dibayarkan oleh Pengambil
Kredit.

Pasal 21
bil Kredit BadanLembaga/) P rintah
“mmmmwuwm
adan Pemerksa Keuangan (BPK), atau pihak in untuk |
meminta keterangan lentang keadaan perusahaan dan atau keuangan

mmmm
t Pengambil Kredil dengan seijin
|Imﬁmnnpomn41mlm

IL. HIPOTIK DAN CREDIETVERBAND
Pasal 22

). Dengan dipasangnya hi atau cred rband untuk k
mmmmmnqmnmumumn
karena sebab apapun untuk, jika dipandang pertu oleh Bank, mengurus
{dalam arti yang seluas-luasnya) harla benda yang diikal dengan
hipotik atau credietverband untuk kepentingan Bank, dengan
mengabaikan pemilik (eigenaar) atau yang menguasai
(bezitter), sehingga Bank berhak dan alas biaya pemilik atau beZzitter
untuk :

- h a rbaikan, melakukan pemelinaraan,
m "m mﬂ‘ sobagainya.
- m pemasangan dan sambungan pipa air, gas dan fistrik
pada bangunan-bangunan.
Sahfm' atas wn- punllx atau bezitter :
¥ tentang obyek pajak bumi dan
bangunan,

= mengajukan keb atas penetap nﬁmmm

. kan p i untuk P apan pajak bumi
dan bangunan

. mmwammmwum

maann bum\u um dan ].mnu \nltlu m cunggnp

baik oleh Bank,
dan atau mendiami,
- menenma uang sewa dan untuk fu membarikan kwitansi,
- menuntut orang lain dimuka pengadilan,
mesalnya |
agar uang sewa atau gantl kerugian dibayar,
agar perjanjan sewa yewa, perjanjian untuk memakai dan
atay diami dib hukum dengan meminta ganti

kerugian, agar tanah yang diduduki oleh ka tanpa punyal
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suatu hak stasnya, kosongkan.

(2). Dengan dipasangnya hipotik atau credietverband uniuk kepentingan
Bank, maka pemilik atau bezitter menyerahkan sebagai milik kepada
Bank segala hak yang ditimbulkan karena perjanjian ini balk yang
mnmmmmummmm

uang sewa dari tanah yang dilkat hipotik atau credietverband,
- segala hak yang akan timbul pada waktu peranjian dibatalkan dan
mmmh“miﬂmw

guna diperhitungkan d h ditambah bunga dan
wmmmmmmamnw
dengan perjanjian itu.

Sedang bank diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali karena
sebab apapun untuk dan atas nama pemilik alau bezitler minta
pengakuan dari penyewa atas pemindahan hak lersebut diatas
atau
agar pemindahan hak tersebut diberitahukan secara resmi kepada

penyewa
3. wmmm;m.wmmmm

tidak terjadi atau tidak dapat Giperhitung gan piutang yang akan
datang. maka pemitk atau beziter dalam hal i juga menyerahkan
kepada Bank dan Bank juga o

- *menﬂmwmmwm
menerima uang sewa dan hata benda yang dikat (hak dimaksud
timbul sebagai akibat dan peranjian yang munghn dibual seteiah
pemasangan hpobk atau credstvarhand]

. segala hak yang imbul karena pembatalan dan perjangian lersebut
dan atau tidak atau tidak sepatutnya dilaksanakan perjangan i,
guna diperhitungkan dengan hutangnya ditambah dengan bunga
dan biaya-biaya setelah dipotong dengan biaya-biaya lain
sehubungan dengan perjanjian itu.

Sedang Bank diberi kuasa yang tidak dapal dicabut kembali karena

sobab apapun untuk :

- menerima semua lagihan yang diberik b
wm&mWHMWauu
bezitter yaitu pada tiap waktu perjanjian sewa-menyewa baru
sepert lersebul dialas dbuat
Sedang : - Segala hak vang tmbul sebagal akibat dan perjanjan

datas, d pada Bank sebagai
mmu—muﬁ yerahan ity dan
uhumnﬂmmmmms
KUH Perdata.

Sedang Bank diberl kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk

dan atas nama pemilik atau bezitter meminta kepada penyewa :

- agar penyerahan dan penerimaan hak tu diakui atau

- agar pemindahan hak ity diberitahukan secara resmi kepadanya.

{4). Semua perjanjian, penyerahan dan lindakan selanjulnya sepert
tersebut dalam ayat 2 dan 3 dari pasal ini, baru mulai beraky pada
hari pemberitahuan oleh Bank kspada peny
ummmummmmmmmm
penyewa.

Pasal 23

Dengan pemasangan hipotik atau credietverband untuk kepentingan Bank,
Bank amar kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk memasang
hipotik/cr adietverband baru atau hipolik kedua, keliga dan setarusnya atas
Hak MiliHak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan atas tanah yang
bersangkutan, sebagal pengganti dan atau menambah hipotik atau
credietverband yang telah dipasang lebih dahulu stas tanah tersebut,
apabila pengambil kredit atau pemben hipolik atau credietverband
menperoleh Hak MiliwHak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan atas tanah
dengan hak lain kecuali Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan
mmmwnwm«, distverband untuk keperl
Bank, paling tinggi | jumiah dan sedap kin dengan syarat-
syarat anmMmmumauu berhubungan
dengan hipotik atau credietverband yang lebih dulu.

Pasal 24
Sebagai tambahan jami la hutang Debitur dib
mmmmmmmmmymm
timbul pada suatu ketika berupa jumlah pokok, bunga, denda, provisi,
Wmmmwmmm»‘uw
hipotik atau creds rband, dengan p gan hipotik atau credietverband
mwm
menggadaikan juga kepada Bank semua piutang dan hak “ang akan
jatuh kepada pengambil kredit atau pemben credietverband, jika lanah
yang dijaminkan dicabut cleh negara untuk kepentingan umum atau
dikembalikan menjadi tanah Negara, atau jika Hak Guna
atau Hak Guna Usaha dihentikan, larmasuk piutang yang timbul
hrcnl Nngqantun pembayaran atau ganti rugl (juga jika
¥ itu tidak disebut dalam akia dimana hak itu ditetapkan).
uﬁmmmm
segala ph
Mdlunrmm
- mmmwm
- menentukan besarnya uang penggantan, pembayaran atau ganti-
rugl secara damai,
Sedangkan :
- Negara atau pemilik tanah bila perlu membantu dalam
pelaksanaannya.
Semuanya tanpa mengurangi hak-hak Bank :
- yang berdir sendiri dan yang oleh sebab lain ada pada Bank sebagal
pomogang hipotik atau creditverband

_MMWMI.




.

@

termasuk hak atas pembayaran hutang dan bunga sera biaya-blaya
Lain,

Pasal 25
Apabila hutang yang berupa jumlah pokok atau bunga, denda,
provisi, blaya-biaya baik bea maupun lainnya tidak dibayar pada
wakiunya, jika dan sepanjang hulang itu lelah dapat ditagih atau
sudah ditagih, maka Bank giberl kuasa yang lidak dapal dicabut
uuﬂul oleh sebab apapun, untuk |

sh menjual dihad, mwmw
dmuhwumﬂ kepada Bank, wmmmm
p atau menjadi hipotik pertama, baik ¥ P
+  mengatur dan waktu, lempal, cara dan syarat-syarat
darl penjualan itu,
- menerima uang hasil penj dan beri tanda bukti
mmwm
mmwwmmmm
hllvlbl.hln up ¥ k pula pemb
atau p tainny

uniuk panerima kuasa, dan untuk juru Sits,

jumiah yang mungin lelah dbayar lebih dulu oleh Bank seperti
yang dinaksud dalam pasal 7.

meminta kekurangan pembayaran seketika dan sekahigus lunas
jixa hasi penjualan harta benda yang dinhipotikkan/di-

tackak shupi untuk bayar hutang
deambah bunga dan blaya-taya,
- memmmm

Ghip

Apabila penjualan dih _.haf‘u.ldarl harta-benda yang
mmmtmuumnm maka biaya yang
dikeluarkan jadi beban peng | kredil dan akan ditagih
daripadanya, nﬂnu Bank uhnmnn berhak untuk mengulangi
ielang dan penjualan itu pada han yang lain.

Apabida Bank hendak menggunakan hak untuk menjual seperti yang
disebul dalam ayal 1, maka hana-benda yang difupolik-kan atau -
credietverband-kan itu harus disediakan untuk dilihat pada han yang
ditentukan oleh Bank kepada yang berminat, sedang pihak yang
mwmummmmwhm
penj I, harus @ , 9 kan dan

mmwmmwm
penjualan pada harta-benda yang dijaminkan, yang tidak boleh
dihdangkan atau dirusak sehingga bdak dapal dibaca lagi Lanpa izin
Bank.
Sebelum melakukan penjualan seperi yang dimaksud dalam ayat 1,
Mmm
mrrrumh numuh harta-benda fm dﬂlm menjadi
dan & tiap b i yang dianggap
WNMMMMWWMW
demikian, bila perlu dan menurut pilihan Bank, dapat dijual
terpisah pada waktu yang bersasmaan atau yang berlainan
dan atas nama yang berhak :
malaporkan hal tu kepada Badan Pertahanan Nasional.
meminta surat ukur (meetbriel) dan surat keterangan dar jury
ukur tangh (landmeterskennis),
menghadap semua pejabal yang berwenang, supaya dhadapan
ka dapat buat dan da-tangani akla-akia
pemecahan lersebut.
pada waktu rigiensbaarheid
(Servituut) seperti yang dianggap periu oleh Bank, dan
atas nama yang berhak :
yuruh Duat akia atau A Gan selanyutny
o dan da-tanganinya, dan
segala yang dianggap peru dan berguna oleh
Bank, semuanya atas buya pengambil kredit

Pasal 26

Apabida hana-benda yang dipotikkan/dwcredetverband kepada Bank dijual
atas kemauan pemilik sendiri, ika hipolik itu hipolik yang pertama atau
mnmarmrw pertama, maka tidak berlakulah syarat pornbuulhm

{ ). & | jika penjualan ity dilaksanakan berd pasal
1178 ayat 2 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 27
Hmn bmuu dmn tanah yang dihipotik-kan/credietverband-kan harus

Banker's clause Bank kepada Perusahaan Asurans

yang dilunjulu‘mnlu}ul oleh Bank dengan besar dan jangka wakiy
pertanggungan yang ditatapkan olah bank.

. PENYERAHAN HAK MILIK ATAS
KEPERCAYAANFIDUCIA
(FIDUCIARE EIGENDOMSOVERDRACHT/FEQ)
PASAL 28

(1) mmmmmmmmm

dibayar lunas, Pengambil Kredit yorahk

F«m}mmmMmﬂnmm
hal itu, seperli barang inventaris, mesin-mesin, persediaan barang/
bahan baku, kendaraan, perkakas rumah, bangunan dan sebagainya,

mu Pengambil K:od:t pada saal menerima persetujuan dan

Grya liap akhir bulan, menyerahkan secara
lopcn:ayun (Flduclai hplul Bank unluk menjamin hutangnya
tersebut dan berikan 9-b @ yang baru didapatnya tetapi

8

(1)

@)

(1

(1)

(.
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belum diserahkan kepada Bank ;
Penyerahan dan pemberian itu dapat dilakukan pada lempat barang

pula dalam pasal 26 ayat (1) syarat-syarat ini.

PASAL 2%

mmmnmmmmm
manenma stas nama Bank semua hak milik alas barang-barang
yang lersebut dalam dahar sebagaimana dimaksud dalam pasal
28,

= manyimpan barang-barang itu sabagai peminjam pakal,

= memindahkan keternpa! lain, setelah mendapal izin tertulls dan
Bank,

biarkan dan meryimpan ditempat ftu, atas nama Bank untuk

menguasal seliap wakiu barang-barang itu pada lempal barang
torsimpan,

menggant dengan barang bary barang s, mesin-
masin, perkakas rumah, kend: p o barang/bahar
ba'u, bangunan dan sebaganya atau bagan danpadanya yang
usang, rusak atau hoak dapal dipergunakan lagi;

sedangkan barang barang yang dRambankan pada barang iventars
Men-Meten, perkakas roTAN. kendaraan persediaan barang/bahan
baky, b dan sebag atau b o g yang akan

Bank atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank untuk masuk ketempat
penyimpanan barang-barang lersebut dalam ayal 1 diatas.

PASAL 30

Khusus untuk persediaan barang atau bahan baku selama kuasa
tersebut dalam pasal 25 belum dicabut alau dibatalkan karena sebab
lain atau selama Bank belum melakukan hak tersebut dalam pasal 29
untuk menguasal barang-basang Itu atau hak sebagaimana lersebut

- mwmmwwpm
m“m“mmuw

- WMMMMM tagihan dan
persekot yang diterima.

Barang-barang yang dijaminkan oleh Pengambil Kredit kepada Bank,

yang tidak termasuk dalam ayal 1, dapat dijual setelah mendapat lzin

tertulis dari Bani.

PASAL 31

Apabila jumiah pokok atau bunga, denda, provisi, blaya, baik berupa
bea maupun yang lain, yang harus dibayar oleh Pengambil Kredit
tidak dibayar pada waktunya, dan jika sudah dapat ditagih atau sudah
ditagih, maka Bank berhak tanpa peringatan atau menempuh jalan
pengadilan lebih dahulu, mengambil tindakan agar semua barang
yang ada dan diserahkan secara fiducia (FEQ) kepada Bank diuangkan
balk seluruhnya maupun sebagian, dengan cara dan pada waktu
mwmm“wmmm
mmhawhm gambil Kredit kepada Bank karena sebab

‘;‘ sedangkan Bank wajib
wmmmmm

Pongamhil Krodn harus memberi izin kepada Bank, untuk
mengg pat p dan pekerja/pegawainya guna
penjual perti dimaksud dalam ayat 1 dengan cuma-cuma.
V. GADAI (PAND) DAN BELENING
PASAL 32

Gadal adalah sustu hak yang diperoleh oleh Bank atas benda-benda
borgerak yang diserahkan oleh Pengambil Kredit atau Pemberi gadai
yang memberikan kekuasaan kepada Bank untuk menjual dan
mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang tersebut secara
didahulukan dari panda kreditur-kreditur lainnva apabila

Kredit atau Pemberi Gadai lidak melunasi hutangnya (pasal 1150
KUH Perdata).

Semua benda-benda bergerak yang digadaikan kepada Bank baik
yang disebutkan secara legas maupun menurut kelentuan pasal 19,
mwwmmmwamm
semua biaya untuk mamindanian,
mmmmmmmw
Kredit atau Pemberl Gadai.

v



~ barang dagangan. sural berharg, rhi

PASAL 33
Semua benda-benda lmwn yang digadaikan kepada Bank harus

dilep dari kek Pengambil Kredit atau Pemberl Gadal dan
diserahkan dibawah kek Bank stau pihak lain yang ditunjuk untuk
dan atas nama Bank.

PASAL 34

Bank berhak untuk menggadaikan ulang kepada pihak lain semua benda-
benda bergerak yang digadaikan kepada Bank.

PASAL 35

Unituk Gadai berupa sural-surat berharga berial b sebagai berikut :
(1). memmmm
hak Pemberi Gadai i pamilik dari surat-surat
hak untuk _mmmm
devidend, pembay kembali dan p y bayaran lain
berupa apapun; serta hak untuk 9 flpll pang
mmwmmmmmmm

periu untuk kep
(2). Bilamana perlu dan \ dikehendaki oleh amk surat berharga yang

Gadal dengan ini memberi kuasa khusus kepada Bank yang tidak dapat
dicabut kembali oleh sebab apapun juga.

PASAL 3
Untuk gadai atau belening berupa stock b /o baku,
apabila aniara Bank dengan Pengambil Kredit atau Pember gadai sudah
ada persetujuan, bahwa harla benda yang sudah atau akan digadaikan
kepada Bank akan disimpan pada lempat yang dipinjamkan cleh Pengambil
Kredit atau Pemberi Gadai pada Bank, maka berlaku ketentuan sebagai
beriku :
(1). Pinjam pakai (Bruikieshing) untuk wakiu yang tidak terentu, dengan
diberikan hak kepada Bank dan kepada Pengambil Kredit urlmu
membatalkan p ujuan iy, dengan bahwa p

. Bank
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s P

baik "
pﬂnudmhapndlponnunauummywdiwmhmhuankumuk
i dalam

V. PEMINDAHAN PIUTANG (CESSIE)
PASAL &0

Apabita Pengambil Kredit ¥ mk-mmp«wntcuul
ummmw-m P gnya yang golong,
bagai | pembay gny da Bank, Pengambil
Kndnpadaunl buat h g dan sk K g pada tiap-tiap akhir
bulan (hari kerja hir) harus menyerahh m-mpumgnu yang
dwdapatnya dan pihak ketiga dan yang belum diserahkan haknya kepada Bank.
Untuk penyerahan hak mi maka :
bil Kredt mengirim pada Bank suatu daftar yang ditanda
ga bantuk ytrlg“ tukan oleh Bank dengan
mwmm
Bank gak 'talah daltar ity ﬁnn menyetujui pula
yang di dalamnya daftar mana memuat
mmmmmm:mwu
yang Atum di dalamny

Fenga

WL

PASAL 41

Apabila Bank menghendaki, Pengambil Kredit harus menyerahkan kepada
m surat-surat dagang thlncols-papmj alas nama atau yang telah
pada Bank deng atau surat kwitansi yang
ditanda-tangani oleh yang berhutang untuk menyatakan jumiah dari Liap-
tiap piutang yang telah di-cessiekan, dan seterusnya semua tanda bukti
uniuk liap-liap piutang demikian dan yang dianggap periu oleh Bank.

PASAL 42

menyuruh orang yang wajib meng-akseptasi sural dagang
hruwt dalam pasal 41, menguatkan cessie terhadap Ylnq berhutang
yang gk hian itu, pembay Yang B g atas
nama Peng Kredit, ap mmwwmmwm
resmi kepad Ynng Berh g mtau bcluﬂl dul:ui oleh mereka, dan

Mdlpllmuhnlubﬂlywmmm
Pengambil Kredit selama hutang kepada Bank yang timbul dari sebab
apapun belum dibayar lunas oleh Pengambil Kredit atau selama ada
persetujuan kredi dengan Bank ;

(2). Kunci-kunci dari yang dipi harus dis kepada
mmdﬂmﬁuﬁmh&mkﬂnmkummunm
barang yang digadaikan stas nama Bank, tetapi atas beban

Pengambil Kredit ;

mnalmlul“ g-b @ yang dip k Pengambil Kredit
mbeb Bank (vrij ) dari tagihan pihak yang menyewakan
atau pemilik tempat, dari p I i dan P tah atau
wummnmmmmmw
gadal pula ;

(4). Jika perlu Bank berhal bil b g-b g yang

Wummmmmm
yang ditunjuk oleh Bank dan pilihan ini harus disetujul oleh Pengambil
Kredit, serta Bank berhak juga memindahkan barang-barang yang
digadaikan ketempat lain atas biaya Pengambil Kredit.

PASAL 37
Untuk gadai berupa emas atau p emas, b sebagai
berikut :
{1 mhnmm i emas, dilal dengan cara
fisik kepada Bank benda-benda berupa emas

llmpomhun.murlnn ﬂm&lnhmlmn,

2). Mmmmmmmmmmm
menguji baik mengenal berat, karal kadamya dan
niainya dalam rupiah ;

{3). Bank dapa! menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan dan
pengujian emas atau perhiasan emas sebagaimana disebutkan dalam
butir 2 diatas.

PASAL 38
Unituk gadal Depcsito atas nama/Bilyet Deposito bertaku kel baga
berikut :

(). Ww.mmmmm
bilyet deposito kepada Bank dan hak t atas d
hamsmkdmgmdbummumubmwm
Pemberi Gadai dan disetujul (batekend) oleh bank yang menerbitkan
deposito atas nama tersebut |

(2). Pemberi gadal wajib untuk beritah kepada bank panerbi
mmmmwmmm
nama dimaksud,

PASAL 39

Apabila hutang kepada bank, baik jumiah pokok, bunga, bunga tambahan,
denda, provisi dan blaya-biaya yang lain, tidak dibayar pada waktunya oleh
Pengambil Kredit atau oleh pemberi gadal jika sudah atau dapal ditagih,
Bank berhak menjual benda-benda bergerak yang digadaikan dihadapan
umanujlnmmmdnmmmmmmm
omudindoponﬂoml
tidak

mmwmdpuunuudlm‘ g
penngatan atau i dibawah o

berian kwil mmm ¥ kili Py il
Kredit diluar dan dihadapan pengadilan, untul mmupnl pombtwm
piutang yang di iekan itu.

PASAL 43

{1). Bilar hutang Pengambil Kredit kepada Bank sudah dapat ditagih,
Bank berhak rhit dari piutang yang diteri

2. mmwnmmmhmm
koran yang dibuka oleh Bank untuk Pengambil Kredit, maka uang yang
diterima oleh Bank darl piutang yang telah di cessiekan itu, dibuku
krodit (dikreditir) dalam rekening yang bersangkutan, jika peru sesudah
dikurangl dengan hak yang ditentukan dalam ayal 1 diatas.

(3). Apakah Pengambil Kredit berhak menggunakan kredil dari rekening
seperti lersebut dalam ayal kedua; atau boleh meng-ambil persekot
dari Bank, yang ntuk persetujuan yang ada antara
Pengambil Kredit dengan Bank.

PASAL 44

memmmmmmm
oleh yang b b g | Kredit pada har pembayaran
(vervaldag), Bank bomlt mnngambnlinn cassie (rnroconi-). dan
pengembaiian cessie ini akan berlaku. Bank

mm-mmmmmmm
(specifikasi) darl piutang yang dikembalikan, dan karena daftar ity ditanda-
tangani oleh Pengambil Kredit sebagai tanda telah disetujui, maka Bank
harus mengembalikan kepada Pengambil Kredit semua surat-sural dan
mmmmmmmmmrmm

dik likan pual 41, sedang 9 | Kredit harus
bayarkan uang p g yang d kan itu kepada Bank atau
bah jami untuk keperl Bank.
PASAL 45
(1). Semua biaya cessie, e dan p uang dari piutang

yang sudah dicessiekan oleh Bank, baik diluar maupun dihadapan
pengadilan, demikian pula bea melerai. biaya-biaya pemberitahuan
secara resmi (belekening), m&m Mrnﬂwhllﬂm
baik dengan sita

pailit, biaya-biaya perkara dan luin-luln menjadi bubm nglrnhil
Kredit

(). amwmmmmm Puﬂg..mbil!(mdilucll
harus gembalikan kepada Bank
blaya mubul dalam ayat 1, atau membayar lebih dahulu kepada Bank
sejumiah uang yang dikehendakl oleh Bank untuk membayar blaya-
biaya atau persekol kepada pihak ketiga.

VL. GADAI PENSIUN DAN TUNJANGAN
Pasal 46

MMWMWWWMW
pada Bank sebagai jaminan pembayaran hutangnya kepada Bank, Bank
berwenang rintahkan supaya pensiun atau tunjangan yang digadaikan
dibayar dengan mengenyampingkan semua orang lain yang berhak atasnya,
untuk keperiuan itu yang berhak atas pensiun atau lunjangan harus
membenkan kepada Bank akta yang bersangkutan (surat pensiun dan lain-
hm] dan surat kum yang tidak dapat dicabut kemball atau sural kuasa

i pongadilan, G 9
bmmmmp«mmumum agar supaya dari
hasilnya dapat dibayar hutang Pengambil Kredit kepada Bank 0

banyak yang dianggap perlu oleh Bank, supaya uang pensiun
atau tufqlngln itu diterima oleh Bank sed <urat bukti peny
diberikan kepada yang berhak atas pensiun L 3u tunjang

dihitung pula biaya-biaya peringatan (somasi), biaya-biaya lelang dan

¥

dimnkwﬁ .



(2 mmluumﬂwpnhmmm
koran yang dibuka oleh Bank untuk yang berhutang, maka uang yang
MMMMMMMMWM

atay sesudah dib ol j h yang ditentukan me ayal p
Vil. GADAI POLIS ASURANSI JIWA
Pasal 48

mpﬂWMMMWMWW
Bank untuk menambah jumiah jaminan hutangnya, Pengambil Kredit harus
Mwm-ﬂmmmmmm
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mwmmnmmmm
(). Bdm L -e-n sama atau sendiri-sendiri (hooldelijk)
h h dan bayar sebagaimana

mlﬂkwwwwpmmwm
bunga, provisi, biaya-blaya lain baik berupa bea maupun yang lain.

). wmmpnmmmwmm
bertuta Bank p ujuan atau
mmmwn

(3). Bahwa mereka melepask haknya (voorrechten) yang
mmwmnmm.duuﬁwq
{u_:u m,;'pmhthN(m
| g) dan p han (sculdsplitsing) serta lidak boleh

mwmmmmtmm1m

IX. KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51
Syarat- mmmwmm-mmmum
Bank dan up satu yang tidak dapatl dipisahkan dengan

dari Peng gambil Kredit kepada perusahaan asuransi
mmmmnmtmw wmmm,m
timbul b pe i dalam polis kepunyaan peng
I, telah diserahk da Bank, yang rima pula penyerah
ity telah ikt gani parmi but
Pasal 49
(1). Yangt g harus bay pd-myummmim
mmmmm ktikan pemb itu kepad
1 bukti pemb
m.m,ugmhhimmyumuummm
premi, Bank berwenang (letapl tidak harus) membayar uang
premi .sama dengan biaya-biaya yang mungkin timbul

karenanya, dalam hal ini yang berhutang harus membayar kembali
semua uang nng telah dibayarkan lebih dahulu oleh Bank pada

ypatan pert telah diterimanya surat panagihan oleh Bank.
Viil. PENANGGUNGAN HUTANG (BORGTOCHT)
Pasal 50
Apabila seorang/Badan Hukum atau b aapa orang/ apa Badan

Hukum ggung g P bil Kredit pada Bank, karena

persatujuan untuk ity atau dalam pengakuan hutang yang lelah diterima cleh
Bank.

Pasal 52

Selain dari pada memberikan tanda bukti pembayaran mun.n aturan
yang ditetapkan Direksi Bank, maka dalam hal p [ but
mmmmummmummmm
pembaerian persekot atau kredit, baik dihadapan atau di luar Pengadilan,
Bank diwakili oleh Pemimpin Cabang, mwmwmn
kuasanya itu, semuanya ftu lidak gurangi ke dalam
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
yang dimuat dalam Akta Nomor 133 tanggal 31 Juli 1892 yang diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 73 tanggal 11 September
1mnmmmmm«mmmwum

L ¥

Demikian syarat-syarat umum ini seluruhnya lelah diketahui, dimeng
seria disetujul isinya oleh Pengambil KrediVDebitur/Yang umw
Peminjam.




